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I. BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang  

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk pada 

tanggal 24 September 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2002. Secara de jure Provinsi Kepulauan Riau berdiri tahun 2002, akan tetapi 

secara de facto operasional penyelenggaraan pemerintahan baru dimulai 

tanggal 1 Juli 2004. Dalam rangka integrasi perencanaan pembangunan daerah 

di Provinsi Kepulauan Riau ke dalam sistem pembangunan nasional, integrasi 

perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, 

serta integrasi perencanaan pembangunan Provinsi dan kabupaten/kota, 

maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan menyusun 

dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. 

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dimaksud merupakan 

pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2006 tentang Penataan Ruang serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 

Sebagai provinsi yang baru dua kali melakukan pemilihan Kepala Daerah, 

Kepulauan Riau membutuhkan suatu dokumen perencanaan yang dapat 

mengakomodir semua kebutuhan masyarakatnya dan melakukan pembangunan 

yang terencana, berkesinambungan, terintegrasi dan terkoordinasi untuk 

percepatan dalam  mengejar ketertinggalannya, sehingga dapat sejajar bahkan 

lebih maju pembangunannya dibanding provinsi-provinsi lain yang terlebih 

dahulu melaksanakan pembangunan. 

Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pelaksanaannya harus 

melalui tahapan pembangunan yang sejalan dengan dinamika kebutuhan dan 
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tuntutan masyarakat. Tahapan tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen 

perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yaitu RPJM Provinsi 

Kepulauan Riau 2010ï2015 sebagai kelanjutan dari RPJM sebelumnya (2005 ï 

2010).  

Pada periode 2010ï2015, RPJM Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan 

menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih pada Pemilihan 

Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010. Selain itu, 

RPJM Provinsi 2010ï2015 juga disusun dengan berpijak pada kondisi, potensi 

dan permasalahan yang ada serta senantiasa berpihak pada kebutuhan 

masyarakat. 

I.2. Maksud dan Tujuan  

Penyusunan RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 

dimaksudkan untuk: 

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan. 

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun 

yang akan datang. 

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan 

di Provinsi Kepulauan Riau. 

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan 

dan berkelanjutan. 

5. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar 

sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah. 

6. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan 

setiap satuan kerja perangkat daerah dan kepala daerah. 

Tujuan penyusunan RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 ini 

adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan (i) 

arah kebijakan keuangan daerah, (ii) strategi pembangunan daerah, (iii) 

kebijakan umum, (iv) program SKPD dan lintas SKPD, serta (v) program 

kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

pendanaan yang bersifat indikatif. 
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I.3. Landasan Hukum 

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4237); 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

4389); 

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438);  

7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 
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8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
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16) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4664); 

17) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

19) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

20) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4817); 

22) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833); 
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23) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;  

24) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

25) Keputusan Presiden Nomor 83/P/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang 

Pengesahan Pengangkatan Drs. H. Muhammad Sani dan DR. H.M. 

Soerya Respationo, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kepulauan Riau, masa jabatan 2011-2015; 

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M 

PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229); 

28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

29) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan 

Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6); 

30) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2009 Nomor 2). 
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I.4. Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya  

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan 

mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu 

RPJP Daerah, RPJM Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana 

Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD). 

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu 

dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD, perencananaan 

tata ruang wilayah (20 tahun) yaitu RTRW, perencanaan jangka menengah (5 

tahun) yaitu RPJMD dan Renstra-SKPD, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu 

RKPD dan Renja-SKPD. 

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala 

Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan 

memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah dijabarkan dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD menjadi pedoman Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

SKPD. Dari RKPD dan RKAïSKPD inilah selanjutnya disusun RAPBD. 

Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, 

artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi 

dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan 

oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang 

dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya. Skema kedudukan RPJMD dengan 

dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam Gambar I.1 berikut ini. 
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Gambar I.1. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan 

Lainnya 

I.5. Sistematika Penulisan 

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) ini dibuat dalam sistematika berikut ini: 

Bab I Pendahuluan 

I.1. Latar Belakang 

I.2. Maksud Dan Tujuan 

I.3. Landasan Hukum 

I.4. Hubungan RPJM Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 

I.5. Sistematika Penulisan 

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah 

II.1. Aspek Geografis Daerah Dan Demografi 

II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 

II.3. Aspek Pelayanan Umum 

II.4. Aspek Daya Saing Daerah 

Bab III Tinjauan Dokumen Perencanaan Terkait 

III.1. Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025 
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III.2. Tinjauan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2010-2014 

Bab IV Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan 

IV.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu 

IV.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 

IV.3. Kerangka Pendanaan 

Bab V Analisis Isu-Isu Strategis 

V.1. Permasalahan Pembangunan 

V.2. Isu Strategis 

Bab VI. Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Pembangunan Daerah 

VI.1. Visi 

VI.2. Misi 

VI.3. Tujuan 

VI.4. Sasaran 

BAB VII Strategi Dan Arah Kebijakan 

VII.1. Strategi 

VII.2. Arah Kebijakan 

BAB VIII Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah 

BAB IX Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan 

Pendanaan 

IX.1. Program Prioritas 

IX.2. Kebutuhan alokasi pendanaan 

IX.3. Pentahapan Pembangunan dalam RPJMD 2010-2015 

BAB X Penetapan Indikator Kinerja 

BAB XI Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan 

BAB XII Penutup 
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II. BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

II.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI 

Pembahasan mengenai Aspek Geografis dan Demografi berisikan tentang 

kondisi umum geografis daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah 

rawan bencana. Dalam bagian ini, dijelaskan pula mengenai kondisi demografi 

seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk.  

II.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 

II.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi  

 Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 

25 Tahun 2002, terdiri dari dua Kota dan tiga Kabupaten yang ibukota 

Tanjungpinang. Pada tahun 2003 Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan 

menjadi Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Riau (menjadi Kabupaten 

Bintan tahun 2006). Tahun 2008 Kabupaten Natuna mengalami pemekaran 

menjadi Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan 

Motto: ñBerpancang Amanah, Bersauh Marwahò Provinsi Kepulauan Riau 

bertekad untuk membangun menjadi salah satu pusat pertumbuhan 

perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Budaya 

Melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, berakhlak mulia, dan 

ramah lingkungan. 

Sesuai dengan Undang-undang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 

luas wilayahnya adalah sebesar 251.810,71 Km², terdiri dari luas lautannya 

sebesar 241.215,30 Km² (95,79 %) dan sisanya seluas 10.595,41 Km ² (4,21 %) 

merupakan wilayah daratan. 

Tabel II.1. Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau 

No. Kabupaten/Kota 
Luas Daratan 

(km
2
) 

Luas Daratan 

(%) 
Kecamatan Kelurahan / Desa 

1 Tanjungpinang 239,50 2,26 4 18 

2 Batam 770,27 7,27 12 64 
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No. Kabupaten/Kota 
Luas Daratan 

(km
2
) 

Luas Daratan 

(%) 
Kecamatan Kelurahan / Desa 

3 Bintan 1.946,13 18,36 10 51 

4 Karimun 2.873,20 27,12 9 54 

5 Natuna 2.058,45 19,43 12 73 

6 Lingga 2.117,72 19,99 5 57 

7 
Kepulauan 

Anambas 
590,14 5,57 7 34 

Provinsi Kepulauan Riau 10.595,41 100 59 351 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

Tabel II.1 diatas menujukkan luas wilayah daratan dan jumlah kecamatan 

serta desa pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Berdasarkan 

tabel diatas, jumlah Kecamatan yang ada pada Provinsi Kepulauan Riau  

sebanyak 59 Kecamatan yang terdiri dari 351 Kelurahan/Desa. 

Tabel II.2.  Nama Ibukota Kabupaten/Kota dan Jarak Ke Ibukota 

No. Kabupaten / Kota Nama Ibu Kota Jarak Ke Ibukota Provinsi (Km) 

1 Tanjungpinang Tanjungpinang 0 

2 Batam Batam 70,4 

3 Bintan Bintan Buyu 32 

4 Karimun Tanjung Balai 120,8 

5 Natuna Ranai 704 

6 Lingga Daik 96 

7 Kepulauan Anambas Tarempa 310,4 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

Berdasarkan data Tabel II.2 dapat dilihat bahwa jarak yang paling jauh 

dengan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau adalah Ibu kota Kabupaten Natuna 

(Ranai), sedangkan Ibu kota Kabupaten/Kota yang paling dekat dengan Ibu 

Kota Provinsi adalah Bintan Buyu dengan jarak 32 Km dari Tanjungpinang. 

II.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis   

Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat strategis yakni 

berada di wilayah perbatasan antar negara, bertetangga dengan salah satu 

pusat bisnis dunia (Singapura) serta didukung oleh adanya jaringan transportasi 
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laut internasional dengan lalu lintas yang ramai. Secara geografis, Provinsi 

Kepulauan Riau terletak antara 0ę40ô LS dan 07ę19ô LU serta antara 103ę3ô-

110ę00ô BT, dengan batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara   : Negara Vietnam dan Negara Kamboja 

Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi 

Sebelah Barat  : Negara Singapura, Negara Malaysia dan  Provinsi Riau 

Sebelah Timur  : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat 

Tabel II.3. Letak Geografis Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota 

No. Kabupaten / Kota 

Letak Geografis 

Lintang Utara Bujur Timur 

1 Tanjungpinang 0ô51ò  ï 0ô59ò  104ô23ò ï 104ô34ò  

2 Batam 0ô55ò  ï 1ô55ò  103ô45ò  ï 104ô10ò  

3 Bintan 1ô48ò  ï 0ô48ò  104ô00ò  ï 108ô00ò  

4 Karimun 0ô35ò  ï 1ô10ò  103ô30ò  ï 104ô00ò  

5 Natuna 1ô16ò  ï 7ô19ò  105ô00ò  ï 110ô00ò  

6 Lingga 0ô20òLU  ï 0ô40òLS  104ô00ò  ï 105ô00ò  

7 Kepulauan Anambas 2ô10ò  ï 3ô40ò  105ô10ò  ï 106ô40ò  

 Kepulauan Riau  7ô19ò LU ï 0ô40ò LS  103ô30ò  ï 110ô00ò  

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar 

dan kecil yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh perairan/laut. 

Beberapa pulau yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana 

Ibukota Provinsi (Tanjungpinang) dan Kabupaten Bintan berlokasi; Pulau Batam 

yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan; Pulau 

Rempang; dan Pulau Galang yang merupakan kawasan perluasan wilayah 

industri Batam; Pulau Karimun, Pulau Kundur di Karimun, Pulau Lingga, Pulau 

Singkep di Lingga, Pulau Bunguran di Natuna, serta Gugusan Pulau Anambas 

(di Kepulauan Anambas). Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memiliki pulau-

pulau kecil yang hampir tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada, termasuk 

diantaranya pulau-pulau kecil yang terletak di wilayah perbatasan Negara 

Indonesia. Keberadaan pulau-pulau terluar ini perlu mendapat perhatian khusus 
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mengingat memiliki kerentanan terhadap masalah keamanan, kesejahteraan 

masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.  

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, dinyatakan bahwa terdapat 19 pulau-

pulau kecil terluar di Provonsi Kepulauan Riau. Letak dan nama-nama pulau 

tersebut tertera pada Tabel II.4. 

Tabel II.4. Nama-nama Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau 

No Nama Pulau Koordinat Keterangan 

1 Tokong Burung 04
o
04'01"LU, 107

o
26'29"BT Kab. Natuna 

2 Kepala 02
o
38'43"LU, 109

o
10'04"BT Kab. Natuna 

3 Subi Kecil 04
o
01'51"LU, 108

o
54'52"BT Kab. Natuna 

4 Sebetul 04
o
42'25"LU, 107

o
54'20"BT Kab. Natuna 

5 Sekatung 04
o
47'38"LU, 108

o
00'39"BT Kab. Natuna 

6 Semiun 04
o
31'09"LU, 107

o
43'17"BT Kab. Natuna 

7 Senoa 04
o
00'48"LU, 108

o
25'04"BT Kab. Natuna 

8 Tokong Malang Biru 02
o
18'00"LU, 105

o
34'07"BT Kab. Natuna 

9 Tokong Berlayar 03
o
20'74"LU, 106

o
16'08"BT Kab. Kepulauan Anambas 

10 Mangkai 03
o
05'32"LU, 105

o
53'00"BT Kab. Kepulauan Anambas 

11 Damar 02
o
44'29"LU, 105

o
22'46"BT Kab. Kapulauan Anambas 

12 Tokong Nanas 03
o
19'52"LU, 105

o
57'04"BT Kab. Kepulauan Anambas 

13 Sentut 01
o
02'52"LU, 104

o
49'50"BT Kab. Bintan 

14 Nipah 01
o
09'13"LU, 103

o
39'11"BT Kota Batam 

15 Nongsa 01
o
12'29"LU, 104

o
04'47"BT Kota Batam 

16 Pelampung 01
o
07'44"LU, 103

o
41'58"BT Kota Batam 

17 Batu Berhantu 01
o
11'06"LU, 103

o
52'57"BT Kota Batam 

18 Iyu Kecil 01
o
11'25"LU, 103

o
21'08"BT Kab. Karimun 

19 Karimun Kecil 01
o
09'59"LU, 103

o
23'20"BT Kab. Karimun 

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau 
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II.1.1.3. Topografi 

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) 

kelompok, yaitu: 

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera 

Untuk Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kota Batam, 

ketinggian wilayah bervariasi antara 0 ï 50 meter dpl, 50 ï 200 m (paling dominan), 

dan diatas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 

meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 ï 25% pada wilayah 

perbukitan, serta 25 ï 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan. 

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh 

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas 

pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau 

Bunguran, Pulau Tambelan, dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian, dan 

kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-

pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai 

(1.035 meter dpl). 

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep 

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan 

Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi 

tua memberi topografi bukit dan gunung. 

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang 

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi 

tua paparan tepian benua Sunda.  

II.1.1.4. Geologi  

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau 

merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama òpaparan sundaò 

atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan yang terdapat di Kepulauan Riau 

diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batu lanau, 

batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batu pasir tufan yang tersebar di bagian 

timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai 

di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, 
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metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Bintan dan Buru. Juga terdapat 

batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda 

seperti lumpur, lanau, dan kerakal.  

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari 

perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang 

dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa 

sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi 

Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang 

dengan arah barat laut-tenggara, dan sebagian kecil dataran terletak di bagian 

kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di 

bagian selatan pulau dan dataran di bagian kaki.  Struktur geologi sesar Pulau 

Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa 

ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur. Pulau-pulau kecil di sebelah 

timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) 

sebagai penghasil bauksit.  

Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung 

Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian 

kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Juga geomorfologi Pulau 

Selayar dan Pulau Sebangka  berupa perbukitan yang membentang dengan 

arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai 

adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi berupa perlipatan dengan 

sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. 

Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri 

dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa, dan 

konglomerat polemik. Geologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur 

dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua 

formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit.  

Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari 

tenggara-barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran di bagian barat 

dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar 

Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.   

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau relatif besar yaitu 

Pulau Matak, Siantan, dan Jemaja. Ketiga pulau disusun oleh granit Anambas 

(Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas 
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(Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, 

andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola 

struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-

selatan hingga barat daya-timur laut seperti di Pulau Jemaja. Sehingga 

mempunyai potensi tambang granit yang merupakan cekungan tersier yang 

kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah 

Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk 

wilayah Kabupaten Natuna.  

Tabel II.5. Nama gunung dan ketinggiannya di Provinsi Kepulauan Riau 

No Kabupaten/Kota Gunung Tinggi 

1 Tanjungpinang - - 

2 Batam - - 

3 Bintan Gunung Bintan 380 m 

4 Karimun Gunung Jantan 478 m 

5 Natuna 

Gunung Ranai 

Gunung Datuk 

Gunung Tukong 

Gunung Selasih 

Gunung Lintang 

Gunung Punjang 

Gunung Kute 

Gunung Pelawan Condong 

959 m 

510 m 

477 m 

387 m 

610 m 

443 m 

232 m 

405 m 

6 Lingga 

Gunung Daik 

Gunung Sepincan 

Gunung Tanda 

Gunung Lanjut 

Gunung Muncung 

1272 m 

800 m 

343 m 

519 m 

415 m 

7 Kepulauan Anambas - - 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

Kota Batam, Kota Tanjungpinang serta Kabupaten Kepulauan Anambas 

menjadi daerah Kota/Kabupaten yang tidak memiliki Gunung di daerahnya. 

Natuna menjadi Kabupaten yang memiliki Gunung paling banyak yaitu delapan 

buah gunung. Kabupaten Lingga memiliki gunung yang paling tinggi di Provinsi 



  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 

 

II-8 

Kepulauan Riau yaitu Gunung Daik dengan ketinggian 1272 m, dan Gunung 

Kute sebagai gunung dengan ketinggian terendah (232 m) yang terletak di 

Kabupaten Natuna. 

Struktur dan Karakteristik 

Pulau-pulau di wilayah Provinsi Kepulauan Riau umumnya merupakan 

sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari 

Semenanjung Malaysia sampai Pulau Bangka dan Belitung. Gugusan beberapa 

pulau kondisi daratannya berbukit-bukit dan landai di bagian pantainya, dengan 

ketinggian rata-rata 2 - 5 meter dari permukaan laut. 

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus 

(liat), tekstur sedang (lempung), dan tekstur kasar. Sedangkan jenis tanahnya, 

sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari organosol, glei humus, 

podsolik merah kuning, latosol, dan aluvial. Jenis tanah Organosol dan glei 

humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau 

campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm, 

dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila 

berpasir. Kepadatan atau bulk, density kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan 

tanah Organosol tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten 

Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang, dan Pulau Galang.  

Jenis lainnya adalah tanah Latosol, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau 

Karimun, Pulau Kundur, dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara 

tanah Aluvial yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang 

berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecoklatan, mengandung glei dan 

bertotol kuning, merah, dan coklat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga 

tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini 

terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan pulau-pulau lainnya di wilayah 

Provinsi Kepulauan Riau lainnya. 

II.1.1.5. Hidrologi 

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, 

yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi 

kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air 

sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah 

(hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal.  
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Tabel II.6. Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi Kepulauan Riau 

No Kabupaten/Kota 
Daerah Aliran 

Sungai 
Mata Air DAM/Waduk Kolong 

1 Batam - - Duriangkang, 

Muka Kuning,  

Sekupang, Sei 

Ladi, Nongsa 

- 

2 Natuna (termasuk 

Kabupaten 

Kepulauan 

Anambas) 

Antang Nuraja, Gunung 

Datuk, Tarempa, 

Temurun, Gunung 

Bini, Gunung 

Kesayana 

- - 

3 Karimun Sei Bati, Selangat - - Ex. Galian 

Timah Perayon, 

Ex. Galian Pasir 

Kobel, Galian 

Pasir Tempan 

4 Tanjungpinang - Hutan Lindung - - 

5 Bintan Sekuning, Ekang, 

Kangboi, Bopeng, 

Busung, Korindo, 

Kawal, Hangus, 

Pengudang 

Gunung Lengkuas Sungai Pulai 

Jago, Kawasan 

wisata Lagoi 

Danau Kolong 

Gunung 

Kijang,Danau 

Belakang Mesjid 

Raya, Ex. Galian 

Pasir Galang 

Batang, Ex. 

Galian Pasir 

Simpang 

Busung, Ex. 

Galian Pasir 

Pengujan 

 

 

6 Lingga Resun, Tenam, Buluh, 

Marok Kecil 

Gunung Daik, 

Gunung Muncung, 

Batu Ampar 

- Ex. Galian 

Timah Singkep 

Sumber :Rencana Tata Ruang Provinsi Kepulauan Riau 2008-2028 

Kota Batam dan Kota Tanjungpinang merupakan dua daerah yang tidak 

memiliki Daerah Aliran Sungai. Sedangkan Kabupaten Bintan memiliki Daerah 

Aliran Sungai (DAS) yang paling banyak yaitu Sembilan bauh Daerah Aliran 

Sungai (DAS).  
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Terdapat dua daerah yang tidak memiliki air permukaan yang berasal dari 

Mata Air yaitu Kota Batam dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna 

(termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas) memiliki 6 mata air dari air 

permukaan, yaitu Nuraja, Gunung Datuk, Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan 

Gunung Kesayana.  

Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki dua daerah Dam/Waduk, yaitu 

Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Serta Kota Batam memiliki Dam/Waduk 

yang terbanyak yaitu lima Dam/Waduk.  

Kolong pada dasarnya kolam bekas tambang bauksit, timah, dan pasir 

yang terbentuk akibat eksploitasi yang digunakan sebagai sumber air bersih.  

Kolong terdapat pada tiga kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Riau, yaitu 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupten Lingga. 

II.1.1.6. Klimatologi 

Secara umum, keadaan iklim di Kepulauan Riau relatif seragam 

berdasarkan catatan lima stasiun yang ada, secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel II.7.  

Bentuk wilayah yang berupa Kepulauan, menjadikan kondisi iklim Provinsi 

Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh angin. Provinsi Kepulauan Riau 

beriklim laut tropis basah, terdapat musim hujan dan musim kemarau yang 

diselingi musim pancaroba dengan suhu terendah rata-rata 20,40C. Pada bulan 

November sampai Februari bertiup angin musim Utara dan pada bulan Juni 

sampai bulan Desember bertiup angin musim Selatan. Pada musim angin Utara  

ketinggian dan arus gelombang yang besar serta kecepatan angin yang besar 

sangat menghambat kelancaran arus transportasi udara dan laut, kerawanan 

terhadap abrasi dan menghambat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang 

bergantung pada laut sehingga berpengaruh terhadap tingginya kecelakaan 

laut,  langkanya bahan makanan,  serta kebutuhan bahan bakar minyak. 
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Tabel II.7. Suhu, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Curah Hujan, 

kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut 

Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 

No. Uraian 

Stasiun 

Tanjung 

Pinang 

Hang Nadim 

Batam 
Karimun 

Ranai 

Natuna 

Dabo 

Lingga 

Tarempa 

Anambas 

1. Suhu ( 
0
C)       

 Minimum 21,3 22,7 24,4 24,1 23,0 - 

 Maksimum 34,2 33,3 31,6 30,3 31,4 - 

 Rata-rata 26,9 27,4 27,6 25,8 26,8 - 

2. Kelembaban Udara (%)       

 Minimum 49,0 52,0 64,0 75,1 65,0  - 

 Maksimum 100,0 99,0 99,0 94,3 97,0 - 

 Rata-rata 84,0 83,0 86,0 90,4 84,0 - 

3. Curah Hujan (mm) 3.363,3 164,7 230,4 193,2 216,7 168,7 

4. Tekanan Udara (mb) 1.010,5 1.097,8 1.010,4 1.009,7 1.009,4 1.009,5 

5. Kecepatan Angin (knot) 7,0 5,0 5,0 6,0 5,0 4,7 

6. Penyinaran Matahari (%) 56,0 55,6 49,0 51,0 52,0 48,0 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

Sebagai wilayah yang beriklim tropis basah, musin kemarau, dan musim 

hujan yang diselingi dengan musim pancaroba pada wilayah ini memiliki suhu 

rata-rata terendah yang tercatat di Stasiun Batam sebesar 20,4o C dan suhu 

rata-rata tertinggi tercatat di Stasiun Karimun sebesar 29,8o C, Adapun 

kelembaban rata-rata di Kepulauan Riau antara 84 persen sampai 90,4 persen. 

Curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2009 di provinsi ini cukup 

beragam. Kisaran curah hujan tertinggi tercatat di stasiun Tanjungpinang 

sebesar 2.738,9 mm. Namun jumlah hari hujan justru lebih banyak terjadi di 

Karimun sebanyak 195 hari dan stasiun Natuna mencatat kisaran terendah, 

yaitu 1.893,0 mm. Jumlah hari hujan justru lebih banyak terjadi di Karimun 

sebanyak 195 hari dan stasiun Natuna mencatat jumlah hari terendah, yakni 

150 hari sepanjang tahun 2009.  
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II.1.1.7. Penggunaan Lahan 

Jenis penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Riau bisa dibagi menjadi 

lahan sawah, lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Dari Tabel II.8 

dapat dilihat bahwa luas lahan sawah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 

adalah sebesar 313 ha, sedangkan luas lahan bukan sawah dan lahan bukan 

pertanian masing-masing adalah 523418 ha dan 535810 ha, yang tersebar 

dalam 7 kabupaten/kota. 

Tabel II.8. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/kota 

Tahun 2009 

No Kab/Kota 
Luas Lahan (ha) 

Lahan 

Sawah 

Lahan Bukan Sawah Lahan Bukan 

Pertanian 

Jumlah 

1 Karimun 157 55519 231644 287320 

2 Bintan  54 93186 101373 194613 

3 Natuna 78 170184 35464 205726 

4 Lingga 0 152815 58957 211772 

5 Kep.Anambas 23 20658 38452 59133 

6 Batam 0 22023 55004 77027 

7 Tanjungpinang 1 9033 14916 23950 

 Prov. Kep Riau 313 523418 535810 1059541 

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009. 

Jenis penggunaan lahan bukan sawah dapat dibedakan menjadi beberapa 

klasifikasi, yaitu: tegal/kebun; ladang huma, perkebunan; lahan yang ditanami 

pohon/hutan rakyat; tambak; kolam/tebat/empang; padang rumput; lahan 

sementara tidak diusahakan; dan lahan lainnya. Adapun besarnya luasan untuk 

masing-masing jenis penggunaan disajikan pada Tabel II.9 

 

Tabel II.9. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/kota dan Jenis 

Lahan Tahun 2009 

Kab/Kota 

Luas Lahan Bukan Sawah (ha) 

Tegal/ 

Kebun 

Ladang 

Huma 

Perkebu

nan 

Ditanami 

pohon/ 

Hutan 

Rakyat 

Tam 

bak 

Kolam/ 

Tebat/ 

Empang 

Padang 

Rumput 

Sementara 

Tidak 

Diusahakan 

Lain 

nya 
Jumlah 

Karimun 5636 213 14569 8072 124 8 401 26496 0 55519 

Bintan  19044 16695 21306 10248 212

9 

1753 1110 20897 4 93186 

Natuna 9703 12717 40012 43753 510 30 25499 16958 21002 170184 

Lingga 1315 695 41090 20387 420 116 857 87935 0 152815 

Kep.Anambas 3166 515 12736 1270 5 5 11 2945 5 20658 
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Batam 4494 2830 7454 1105 221

4 

242 1949 1735 0 22023 

Tanjungpinang 994 300 1047 0 0 15 150 4299 2228 9033 

Prov.Kep. Riau 44352 33965 138214 84835 540

2 

2169 29977 161265 23239 52341

8 Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009. 

Penggunaan lahan bukan pertanian diklasifikasikan menjadi beberapa 

jenis, yaitu lahan yang diperuntukkan untuk rumah, bangunan, dan halaman 

sekitarnya; hutan negara; rawa-rawa; dan lahan lainnya (lihat Tabel II.10). 

Tabel II.10. Luas Lahan Bukan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 

Kab/Kota 

Luas Lahan Bukan Pertanian (ha) 

Rumah, Bangunan, & 

Halaman Sekitarnya 

Hutan 

Negara 

Rawa-rawa 

(Tdk Ditanami) 
Lainnya Jumlah 

Karimun 62467 27934 807 140436 231644 

Bintan  72667 3931 7369 17406 101373 

Natuna 13418 8895 4657 8494 35464 

Lingga 14942 23656 428 19931 58957 

Kep.Anambas 3891 19080 1173 14308 38452 

Batam 34659 11541 2811 5993 55004 

Tanjungpinang 9787 365 1390 3374 14916 

Prov. Kep Riau 211831 95402 18635 209942 535810 

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2009. 

Luas hutan lindung di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 menurut 

fungsinya terdiri dari hutan lindung seluas 74.234,05 Ha, Hutan Produksi 

Terbatas seluas 44.275,25 Ha, Kawasan Konservasi 1.412.294,50 Ha, dan 

Hutan Mangrove seluas 44.700,03 ha. 

 

Tabel II.11. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2006-2009 

No. Kabupaten/Kota 
Hutan 

Lindung (Ha) 

Hutan Produksi 

Terbatas (Ha) 

Kawasan 

Konservasi (Ha) 

Hutan 

Mangrove (Ha) 

1 Tanjungpinang 367,40 - 197133,70 -NA 

2 Batam 11107,54 - - --NA 

3 Bintan 10997,87 8302,29 1212214,75 --NA 

4 Karimun 5773,21 1164,43 - --NA 

5 Natuna 12906,07 24943,6 - --NA 

6 Lingga 27132,42 9865,37 - --NA 

7 Kepulauan Anambas 5949,54 - 2966,05 --NA 

 Jumlah      

  2009 74234,05 44275,25 1412294,50 --NA 

  2008*) 74234,05 44275,25 1412294,50 44700,03 
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  2007 74686,10 148488,80 55065,80 161128,14 

  2006 68744,44 - 37000,00 62943,36 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.    *) Batas belum ditata  

Berdasarkan data Tabel II.11 di atas, Kota Tanjungpinang memiliki jumlah 

Hutan Lindung yang terkecil yaitu 367,4 Ha sedangkan Kabupaten Lingga 

memiliki Hutan Lindung terluas yaitu 27132,42 Ha. Tabel tersebut juga 

memberikan informasi mengenai Produksi Terbatas yang terluas (9865,37 Ha) 

yang berada di kawasan Kabupaten Lingga. Terdapat tiga Kota/Kabupaten yang 

tidak memiliki hutan produksi terbatas yaitu Kota Tanjungpinang, Kota Batam, 

dan Kabupaten Kepulauan Anambas.  

Pada tabel tertera bahwa Kawasan Konservasi terluas yang terdapat di 

Provinsi Kepulauan Riau berlokasi di Kabupaten Bintan dengan luas 

1212214,75 Ha. Terdapat empat  Kabupaten/Kota yang tidak memiliki Kawasan 

Konservsi yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan 

Kabupaten Lingga.  

Kawasan Lindung 

Provinsi Kepulauan Riau memiliki 39 Hutan lindung yang tersebar di 

seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Kota Batam memiliki jumlah Hutan Lindung 

yang paling banyak dengan jumlah Hutan Lindung sebanyak 16 Hutan Lindung. 

Hutan Lindung yang paling luas di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di 

Kabupaten Lingga yaitu Hutan Lindung Gunung Daik dengan luas 19,552.03 

Ha.  

Tabel II.12. Sebaran Hutan Lindung di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2008 ï 2009 

No. Kabupaten / Kota Nama Hutan Lindung * Luas (Ha) 

1 Karimun Hl Pulau Karimun Kecil 380.39 

Hl G. Jantan-Betina 1,584.42 

Hl Pulau Combol 1,978.80 

Hl Pulau Panjang 463.30 

Hl Pulau Durian 1,366.30 

2 Batam Hl Nongsa I 365.90 

Hl Nongsa II 251.60 

Hl Duriangkang 3,511.00 

Hl Bukit Dangas 174.60 
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No. Kabupaten / Kota Nama Hutan Lindung * Luas (Ha) 

Hl Sei. Harapan 709.40 

Hl Bukit Tiban 1,830.00 

Hl Sei. Ladi 48.95 

Hl Batu Ampar II 60.71 

Hl Tanjung Piayu + Bagan 559.00 

Hl Tembesi 2,119.00 

Hl Lelai 279.20 

Hl Telaga Punggur 366.10 

Hl Tiban Utara 19.27 

Hl Bandara 481,30 

Hl Tanjung Uncang 36,71 

Hl Dapur 12 294.80 

3 Tanjungpinang Hl Bukit Kucing 54,40 

Hl Sei. Pulai 562,75 

4 Bintan Hl. Bintan Kecil 308,00 

Hl. Bintan Besar 280,00 

Hl Gunung Langkuas 1.071,80 

Hl Gunung Kijang 760,00 

Hl Sungai Pulai 249,75 

Hl Sei. Jago 1.629,60 

Hl Bukit Siolong + Usulan Baru 6.698,72 

5 Lingga Hl G. Lanjut 4.896,33 

Hl G. Muncung 2.684,06 

Hl G. Daik 19.552,03 

Hl Bukit Tunggal 337,57 

6 Kepulauan Anambas Hl P. Jemaja 2.495,78 

Hl P. Siantan 3.453,76 

7 Natuna Hl G. Ranai 2.654,40 

Hl G. Bedung 5.263,62 

Hl G. Sekunyam 4.988,05 

Jumlah 75.029,02 

Sumber  :  Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 
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II.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah 

II.1.2.1. Kawasan Perikanan 

Potensi perikanan di kawasan Provinsi Kepulauan Riau sangat besar. 

Mengingat luas lautannya yang mencapai 95 persen lebih dari total luas. 

Apabila aspek-aspek yang ada yang berhubungan dengan kelautan dan 

perikanan dikembangkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin bisa menjadi 

sumber pendapatan daerah yang terbesar. Data budidaya perikanan 

berdasarkan jenis budidaya, sawah dan bukan sawah serta data perkebunan 

berdasarkan luas areal terdapat tanaman yang belum menghasilkan, tanaman 

yang menghasilkan dan tanaman tua rusak. Sebagaimana Tabel II.13 yang 

tertera dibawah ini :  

Tabel II.13. Luas Usaha Budidaya Perikanan Menurut Jenis Budidaya Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2005-2010 

No. Kabupaten/Kota Laut (Ha) Payau (Ha) Tawar (Ha) 

1 Tanjungpinang 952,0 1,0 11,0 

2 Batam 8.903,0 NA NA 

3 Bintan 1.643,0 1.21,0 77,0 

4 Karimun NA 18,0 98,0 

5 Natuna NA NA NA 

6 Lingga 1.021,0 28,0 3,0 

7 Kepulauan Anambas 3.961,0 NA NA 

  Jumlah     

  2009*) 16.480,0 168,0 189,0 

  2008 32.307,0 16.273,0 22.352,0 

  2007 8.434,0 153,1 108,1 

  2006  151,9 92,6 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.     

 *) Data Perkiraan Sementara 

Berdasarkan data Tabel II.13 diatas, hanya Kabupaten Karimun dan 

Kabupaten Natuna yang tidak memiliki Luas laut yang menjadi usaha budidaya 

perikanan. Kota Batam menjadi daerah yang menggunakan laut yang paling 

luas untuk menjadi usaha budidaya perikanan dengan jumlah 8903 ha.  

Sedangkan luas daerah air payau yang digunakan untuk usaha budidaya 

perikanan yang paling luas di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten 

Bintan dengan luas 121 Ha. Terdapat tiga buah Kabupaten/Kota yang tidak 

memiliki luas daerah air payau yang digunakan untuk usaha budidaya 

perikanan, yaitu Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan 
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Anambas. Disamping itu, penggunaan air tawar yang digunakan sebagai usaha 

budidaya perikanan terdapat di Kabupaten Karimun. Untuk Kota Batam, 

Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak memiliki luas air 

tawar untuk usaha budidaya perikanan. 

Tabel II.14. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Jenis 

Budidaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2010 

No Kabupaten/Kota Laut (Unit) Payau (Unit) Tawar (Unit) Jumlah 

1 Tanjungpinang 168  7  18  193  

2 Batam 1.816  -   1.816  

3 Bintan 307  45  60  412  

4 Karimun 1.322  1  38  1.361  

5 Natuna 2.228  -  -  2.228  

6 Lingga 289  7  18  314  

7 Kep. Anambas -  -  -  -  

  Jumlah :         

   2010* 6.130  60  134  6.324  

  2009 6.130  60  134  6.324  

  2008 6.194  53  148  6.395  

  2007 5.659  64  162  5.885  

  2006 5.369  37  134  5.540  

  2005 4.102  26  103  4.231  

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau  *) Data Perkiraan Sementara 

Berdasarkan data diatas, maka jumlah unit Rumah Tangga Perikanan 

Budidaya yang paling banyak terdapat di Kabupaten Natuna dengan jumlah 

2.228 Unit. Dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi daerah yang tidak 

memiliki unit laut yang menjadi Rumah Tangga Perikanan Budidaya.  

Disamping itu, Kabupaten Bintan menjadi daerah yang memiliki yang 

paling luas memiliki daerah laut yang digunakan sebagai Rumah Tangga 

Perikanan Budidaya yaitu 45 Unit. Sedangkan untuk daerah Kota/Kabupaten 

yang tidak memiliki daerah payau yang digunakan sebagai Rumah Tangga 

Perikanan Budidaya adalah Kota Batam, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 
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Tabel II.15. Produksi Budidaya Rumput Laut Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2005-2010 

No Kabupaten/Kota 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Tanjungpinang - - - - - - 

2 Batam 780 852 1.344 1.380 1.980 2.000 

3 Bintan - - - - - - 

4 Karimun 600 840 960 1.344 1.344 1.800 

5 Natuna - - - - 40 40 

6 Lingga - - - - - - 

7 Kep. Anambas - - - - - - 

Jumlah se- Provinsi 1.380 1.692 2.304 2.724 3.364 3.840 

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau  

Ket : Produksi Rumput Laut Tahun 2010 (Hitung Dalam Ton) dihitung sampai Bulan Agustus  

Berdasarkan data di atas produksi budidaya rumput laut yang terdapat di 

Provinsi Kepulauan Riau hanya terdapat di dua Kabupaten/Kota yaitu Kota 

Batam dan Kabupaten Karimun. Hal ini terjadi dari tahun 2005-2008.  

Namun pada Tahun 2009-2010, perkembangan Produksi Budidaya 

Rumput Laut di Provinsi Kepulauan Riau menjadi tiga kota/kabupaten yaitu Kota 

Batam, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna. Hingga tahun 2010, Kota 

Batam masih menjadi daerah yang memproduksi Budidaya Rumput Laut yang 

terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan produksi 2000 ton pada tahun 

2010.  

Total produksi perikanan budidaya cenderung menurun dari tahun 2008 

sebesar 5.875 Ton menjadi 3.8443,19 Ton pada tahun 2009. Penurunan jumlah 

produksi yang cukup signifikan terjadi pada Budidaya Payau yang turun hingga 

mencapai angka 30,7 Ton pada tahun 2009 dari 1.007 ton pada tahun 2008. 
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Gambar II.1. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten/Kota 

Tahun 2009 

Berdasarkan Gambar II.1 di atas, diketahui bahwa seluruh wilayah 

kabupaten/Kota di Kepulauan Riau melakukan budidaya perikanan di Laut, 

sedangkan hanya tiga wilayah saja yang melakukan budidaya Perikanan di air 

Payau dan Air Tawar. Pada budidaya Laut, diketahui bahwa Natuna merupakan 

wilayah yang memiliki hasil produksi budidaya laut tertinggi diantara wilayah 

lainnya, yakni sebesar 2,338 Ton, sedangkan Tanjungpinang memiliki jumlah 

produksi budidaya laut terendah, sebesar 47,39 Ton.  

Tabel II.16. Jumlah Armada Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2005-2010 

No.  Kabupaten/Kota  Perahu Motor 

Tempel (unit) 

Motor Tempel 

(unit) 

Kapal Motor 

(unit) 

Jumlah 

(unit) 1 Tanjungpinang 443 140 155 738 

2 Batam 3.570 2.499 3.642 9.711 

3 Bintan 1.365 858 2.217 4.440 

4 Karimun 2.021 676 2.565 5.262 

5 Natuna 1.079 116 4.368 5.563 

6 Lingga 1.575 78 2.926 4.576 

7 Kepulauan Anambas -  -  -  - 

  Jumlah          

     2010* 10.053 4.367 15.873 30.290 

  2009 10.053 4.367 15.873 30.290 

  2008 10.053 4.367 15.873 30.293 

  2007 9.575 4.158 15.068 28.801 

  2006 8.380 2.923 12.990 25.371 

  2005 - - - - 

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau     

 *) Data Perkiraan Sementara 



  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 

 

II-20 

Di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi 

daerah yang tidak memiliki armada perikanan. Hingga tahun 2005-2010, Kota 

Batam menjadi daerah yang memiliki armada perikanan yang paling besar 

dengan jumlah 9711 armada.  

Tabel II.17. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2005-2010 

No.  Kabupaten/Kota  2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

1 Tanjungpinang       

2 Batam       

3 Bintan 1 1 1 1 1 1 

4 Karimun       

5 Natuna  1 1 1 1 1 

6 Lingga       

7 Kepulauan Anambas       

  Jumlah se-Provinsi 1 2 2 2 2 2 

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau 

Berdasarkan data Tabel II.17 di atas, diketahui bahwa Provinsi Kepulauan 

Riau hanya memiliki dua daerah tempat pelelangan ikan yang terletak di wilayah 

Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna. Tempat pelelangan ikan ini sudah 

ada sejak Tahun 2006 hingga Tahun 2010.  

Tercatat berdasarkan data Tabel II.18, banyaknya perijinan terbagi 

menjadi empat jenis perijinan, yakni penangkapan, pengangkutan, pengumpul, 

dan budidaya yang diperkirakan  memiliki total perijinan sebanyak 1. 069 

perijinan pada tahun 2010. Pada tabel jelas terlihat bahwa banyaknya data 

perijinan yang dikeluarkan untuk penangkapan hingga tahun 2010 ini sebanyak 

808 perijinan. Data menunjukkan bahwa perijinan yang paling banyak terdapat 

di Kabupaten Karimun dengan jumlah 395 perijinan, sedangkan Kabupaten 

Kepulauan Anambas belum mengeluarkan perijinan untuk penangkapan 

dikarenakan Kabupaten ini merupakan Kabupaten yang baru dimekarkan dari 

kabupaten induknya. Peningkatan yang signifikan dalam perijinan untuk 

penangkapan terlihat pada tahun 2006 hingga 2007.  

Tabel II.18. Banyaknya Perijinan Yang Dikeluarkan Menurut Jenis 

Kegiatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2010 

No.  Kabupaten/Kota  Penangkapan Pengangkutan Pengumpul Budidaya 

1 Tanjungpinang 19 8 8 2 

2 Batam 302 22 37 20 
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3 Bintan 15 3 8 12 

4 Karimun 395 63 22 2 

5 Natuna 34 6 - 7 

6 Lingga 43 10 25 6 

7 Kepulauan Anambas - - - - 

 Jumlah     

   2010* 808 112 100 49 

 2009 808 112 100 56 

 2008 808 112 100 56 

 2007 950 162 140 40 

 2006 475 113 - 392 

 2005 498 83 - 62 

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau     

 *) Data Perkiraan Sementara 

Perijinan untuk pengangkutan yang paling banyak juga terdapat di 

Kabupaten Karimun sebanyak 63 perijinan, sedangkan Kabupaten Kepulauan 

Anambas juga masih belum memiliki perijinan untuk pengangkutan, dikarenakan 

daerah Kepulauan Anambas  masih dalam tahap pengembangan. Tabel 

tersebut juga menunjukkan adanya penurunan perijinan untuk pengangkutan 

yang terlihat pada tahun 2007 hingga 2008.  

Perijinan  untuk pengumpul banyak terdapat di Kota Batam karena wilayah 

ini merupakan salah satu fokus industri di Indonesia. Selain itu, Kabupaten 

Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas belum mengeluarkan perijinan 

untuk pengumpul. Perijinan untuk Budidaya juga paling banyak terdapat di Kota 

Batam dengan jumlah 20 perijinan. Sebagai pusat industri, kota ini terus 

berkembang. 

Tabel II.19. Pendapatan Rata-Rata Rumah Tangga Perikanan Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2005-2010 

No.  Kabupaten/Kota  Tangkap (Rp) Budidaya (Rp)  Jumlah (Rp) 

1 Tanjungpinang 17.478 9.939,70 27.417,24 

2 Batam 66.702 18.562,27 85.264,57 

3 Bintan 109.658,54 5.906,58 115.565,12 

4 Karimun 183.565,91 18.934,64 202.500,55 

5 Natuna 208.954 2.417 211.370,60 

6 Lingga 122.041 7.943 129.984,45 

7 Kepulauan Anambas - - - 

 Jumlah     
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No.  Kabupaten/Kota  Tangkap (Rp) Budidaya (Rp)  Jumlah (Rp) 

   2010* 101.199,90 9.100,47 110.300,36 

 2009 118.066,55 10.617,21 128.683,76 

 2008 117.195,87 10.617,21 127.813,08 

 2007 111.615,12 12.300,83 123.915,95 

 2006 125.947,01 10.474,40 136.421,41 

 2005 146.704,50   

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau 

*) Data Perkiraan Sementara 

Berdasarkan data Tabel II.19 diatas, Pendapatan Rata-rata Rumah 

Tangga Perikanan yang terbesar untuk tangkap adalah Kabupaten Natuna. Hal 

ini disebabkan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang 

sebagian besar wilayahnya merupakan daerah Kepulauan. Kabupaten Natuna 

adalah salah satunya. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Anambas belum 

memiliki pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan. 

Sedangkan pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan untuk budidaya 

terbesar di Provinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Karimun dan hanya 

berbeda tipis dengan pendapatan rata-rata rumah tangga perikanan untuk 

budidaya Kota Batam.  

Tabel II.20. Jumlah Sarana Penunjang Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2005-2010 

No.  Kabupaten/Kota  Pabrik Es 
Cold 

Storage 

Galangan 

Kapal 
SPDN 

1 Tanjungpinang 11  6  9   -  

2 Batam 14  19  12  -  

3 Bintan 5  3  -  -  

4 Karimun 4  -  4  -  

5 Natuna 8  2  -  1  

6 Lingga 5   14  3  1  

7 Kepulauan Anambas -  -    -  -  

  Jumlah          

    2010* 47  44   28  2  

  2009 47  44  28  2  

  2008 47  44  28  4  

  2007 42  44  31  2  

  2006 36  30  28  2  

  2005 35  30  28  2  

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau 

*) Data Perkiraan Sementara 
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Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi yang sebagian besarnya 

adalah Kepulauan, sehingga daerahnya lebih mengutamakan kegiatannya di 

bidang perikanan. Banyak sarana penunjang untuk para nelayan tetap eksis 

dalam bidang perikanan. Penunjangnya diantaranya adalah pabrik es, cold 

storage, galangan kapal, dan SPDN.  

Berdasarkan data di atas yang merupakan sarana penunjang perikanan 

untuk pabrik es paling banyak terdapat di Kota Batam dengan jumlah 14 lokasi. 

Hal ini disebabkan karena faktor industri di Kota Batam yang sangat 

berkembang dengan baik. Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai sebuah 

Kabupaten yang baru tumbuh, belum memiliki sarana penunjang perikanan 

yang memadai.  

Cold storage paling banyak di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat di 

Kota Batam. Demikian juga sarana penunjang perikanan dalam hal ini galangan 

kapal juga paling besar terdapat di Kota Batam. Disamping itu SPDN yang 

merupakan sarana penunjang perikanan hanya terdapat di Kabupaten Natuna 

dan Kabupaten Lingga.   

Tabel II.21. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Di Kepulauan Riau Menurut 

Jenis Kegiatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2010 

No 
Kabupa 

ten/Kota 
Jumlah 

Penangkapan Budidaya 

Laut 

Perair

an 

Umum 

Sub 

Jumla

h 

Laut  
Tamb

ak 
Kolam 

Kera

mba 
Sawah 

Kolam 

Air 

Deras 

Jaring 

Apung 

Sub  

Jumlah 

1 

Tanjung 

pinang 
943 750 NA 750 168 7 18 NA NA NA NA 193 

2 
Batam 6.734 

4.91

8 
NA 4.918 1.816 NA NA NA NA NA NA 1.816 

3 
Bintan 5.209 

4.79

7 
NA 4.797 307 45 60 NA NA NA NA 412 

4 
Karimun 6.677 

5.31

6 
NA 5.316 1.322 1 38 NA NA NA NA 1.361 

5 
Natuna 8.245 

6.01

7 
NA 6.017 2.228 -NA NA- NA NA NA NA 2.228 

6 

Lingga 

 
4.970 

4.65

6 
NA 4.656 289 7 18 NA NA NA NA 314 

7 

Kep. 

Anambas 
3.556 

3.55

6 
NA 3.556 NA NA NA NA NA NA NA NA 

 Jumlah :             
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 2010* 
36.134 

29.8

10 
NA 29.810 6.130 60 134 NA NA NA NA 6.324 

          2009 
36.134 

29.8

10 
NA 29.810 6.130 60 134 NA NA NA NA 6.324 

 2008 
42.644 

36.2

49 
NA 36.249 6.194 53 148 NA NA NA NA 6.395 

 2007 
42.134 

36.2

49 
NA 36.249 5.659 64 162 NA NA NA NA 5.885 

 2006 5.540 NA NA NA 5.369 37 134 NA NA NA NA 5.540 

 2005 4.231 NA NA NA 4.102 26 103 NA NA NA NA 4.231 

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau    (Hitung Dalam 

Ton)  *) Data Perkiraan Sementara 

Berdasarkan data Tabel II.21 diatas, jumlah rumah tangga perikanan di 

Provinsi Kepulauan Riau paling banyak terdapat di Kabupaten Natuna. 

Penangkapan ikan banyak dilakukan di laut dan yang paling besar juga terdapat 

di Kabupaten Natuna. Sedangkan Kota Tanjungpinang menjadi daerah yang 

paling kecil melakukan penangkapan ikan di laut.  Selain itu, di Provinsi 

Kepulauan Riau tidak melakukan penangkapan perairan umum disebabkan 

nelayan yang ada lebih sering menangkap ikan dilaut.  Disamping itu, budidaya 

perikanan yang dilakukan di Laut yang paling besar juga terdapat di Kabupaten 

Natuna. Namun Kepulauan Anambas belum memiliki budidaya perikanan di 

laut.  

Khusus untuk budidaya perikanan di tambak dan kolam, paling banyak 

terdapat di Kabupaten Bintan. Sedangkan Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kepulauan Anambas, dan Kota Batam belum memiliki daerah budidaya 

perikanan tambak. Disamping itu, Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki 

budidaya perikanan kerambah, sawah, Kolam air deras, dan jaring apung.   

Perahu atau kapal adalah suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat 

Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan karena wilayah Provinsi Kepulauan 

Riau yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Ada banyak tipe perahu atau kapal 

yang ada. Diantaranya adalah perahu tanpa motor, perahu dengan motor 

temple, dan kapal motor. Perahu tanpa motor yang paling banyak terdapat di 

Kabupaten Natuna dengan jumlah 5498 unit. Dan perahu motor yang paling 

sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Sedangkan Kabupaten 
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Karimun menjadi Kabupaten yang banyak memiliki motor temple dengan jumlah 

5331 unit dan Kapal Motor sebanyak 9002 unit. 

Berdasarkan data Tabel II.232 produksi ikan yang dimaksudkan adalah 

ikan yang merupakan hasil tangkapan dan hasil dari budidaya perikanan. 

Khusus untuk produksi ikan yang merupakan hasil tangkapan, terutama yang 

berasal dari laut paling banyak terdapat di Kabupaten Natuna. Dan daerah yang 

paling sedikit produksi ikan yang berasal dari hasil tangkapan berada  di 

Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk di perairan umum, belum ada produksi 

ikan hasil tangkapan karena fokus nelayan dalam menangkap ikan hanya pada 

kawasan lautan.  

Berdasarkan paparan sebelumnya dimana budidaya perikanan di Provinsi 

Kepulauan Riau hanya terjadi pada kawasan Laut, Tambak, dan Kolam. Maka 

hasil produksi perikanan dari budidaya tersebut hanya berasal dari ketiga 

tempat tadi.  

Untuk produksi perikanan yang berasal dari budidaya di laut dan tambak, 

paling banyak terdapat di Kabupaten Bintan. Sedangkan produksi perikanan 

yang berasal dari budidaya kolam, paling banyak terdapat di Kota 

Tanjungpinang.  

 



  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 

 

Tabel II.22. Jumlah Perahu/Kapal Perikanan Menurut Jenis dan Jumlah Produksi Ikan (Ton) Menurut Jenis Kegiatan 

Kabupaten/Kota Tahun 2005-2010 

No. Kabupaten/Kota Jumlah 

Perahu Tanpa Motor 

Motor 

Tempel 

Kapal Motor 

Sub 

Jumlah 

Perahu Papan 
Sub 

Jumlah 
0-5 GT 

5-10  

GT 

10-

20 

GT 

20-

30 

GT 

30-

50  

GT 

50-

100 

GT 

100-

200 

GT 

>200  

GT Jukung Kecil Sedang Besar 

1 Tanjungpinang 2.103 1.003 NA NA NA NA 546 554 NA NA NA NA NA NA NA NA 

2 Batam 5.761 3.596 NA NA NA NA 1.913 252 NA 173 9 NA NA 32 38 NA 

3 Bintan 7.476 1.391 NA NA NA NA 915 5.170 1.871 380 106 NA NA NA NA NA 

4 Karimun 16.806 2.473 NA NA NA NA 5.331 9.002 NA NA NA NA NA NA NA NA 

5 Natuna 14.978 5.498 NA NA NA NA 4.931 4.549 NA NA NA NA NA NA NA NA 

6 Lingga 8.118 3.219 NA NA NA NA 2.657 2.242 NA NA NA NA NA NA NA NA 

7 Kep. Anambas 3.537 935 NA NA NA NA NA 2.602 2.602 NA NA NA NA NA NA NA 

 Jumlah  

  2010* 58.779 18.115 NA NA NA NA 16.293 24.371 4.473 553 115 NA NA 32 38 NA 

  2009 63.973 18.899 NA NA NA NA 18.388 26.686 NA NA NA NA NA NA NA NA 

  2008 26.361 10639 NA 5.100 3.876 1.663 8.300 7.422 5.358 1.016 534 201 313 NA NA NA 

  2007 25.649 10217 NA 5.100 3.683 1.434 8.119 7.313 5.314 1.016 507 189 287 NA NA NA 

  2006 9.961 NA NA NA NA NA 3.323 14.210 NA NA NA NA NA NA NA NA 

  2005 9.649 NA NA NA NA NA 2.701 16.103 15.166 NA NA NA 937 NA NA NA 

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau  Ket : *) Data Perkiraan Sementara 
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Tabel II.23. Jumlah Produksi Ikan (Ton) Menurut Jenis Kegiatan dan Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2010 

No Kabupaten/Kota Jumlah 

Penangkapan Budidaya 

Laut Perairan 

Umum 

Sub 

Jumlah 

Laut  Tambak Kolam Keramba Sawah 

Kolam 

Air 

Deras 

Jaring 

Apung 

Sub 

Jumlah 

1 Tanjungpinang 398,69 2.713,28 NA 2.713,28 178,99 NA 219,70 NA NA NA NA 398,69 

2 Batam 254,60 33.770,72 NA 33.770,72 223,00 NA 31,60 NA NA NA NA 254,60 

3 Bintan 2.449,00 19.749,00 NA 19.749,00 2.338,00 12,00 99,00 NA NA NA NA 2.449,00 

4 Karimun 209,97 17.637,16 NA 17.637,16 154,00 8,70 47,27 NA NA NA NA 209,97 

5 Natuna 1.309,24 38.558,00 NA 38.558,00 1.309,24 NA NA NA NA NA NA 1.309,24 

6 Lingga 57,39 19.245,95 NA 19.245,95 47,39 10,00 NA NA NA NA NA 57,39 

7 Kep. Anambas 60,14 278,05 NA 278,05 60,14 NA NA NA NA NA NA 60,14 

 Jumlah :             

 2010* 136.691,19 131.952,16 NA 131.952,16 4.310,76 30,70 397,57 NA NA NA NA 4.739,03 

 2009 230.414,03 225.675,00 NA 225.675,00 4.310,76 30,70 397,57 NA NA NA NA 4.739,03 

 2008 348.131,62 275.715,52 NA 275.715,52 55.583,09 9.840,97 6.992,04 NA NA NA NA 72.416,10 

 2007 367.897,75 224.105,47 NA 224.105,47 137.761,20 1.233,70 4.797,38 NA NA NA NA 143.792,28 

 2006 250.976,41 153.660,98 NA 153.660,98 91.791,62 733,75 4.790,06 NA NA NA NA 97.315,43 

 2005 195.082,08 153.559,30 NA 153.559,30 36.700,30 175,00 4.647,48 NA NA NA NA 41.522,78 

Sumber : Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau    *) Data Perkiraan 
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II.1.2.2. Kawasan Pertanian 

 Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah perairan yang sangat luas. Hal 

ini membuat sebagian besar masyarakat Provinsi Kepulauan Riau memiliki mata 

pencarian nelayan daripada mereka memilih untuk berprofesi sebagai petani. 

Hal ini juga dipengaruhi oleh tipe tanah Merah yang ada di Provinsi Kepulauan 

Riau. Tipe tanah merah ini hanya bisa ditanami oleh tanaman jenis tertentu. Hal 

ini membutuhkan penelitian dan pengembangan khusus untuk meningkatkan 

produksi pertanian.   

Tabel II.24. Luas lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kabupaten/Kota 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007-2009 

No. Kabupaten/Kota Lahan Sawah 
Lahan Bukan 

Sawah 

Lahan 

Bukan 

Pertanian 

Jumlah 

1 Tanjungpinang 1 9033 14916 23950 

2 Batam - 22023 55004 77027 

3 Bintan 54 93186 101373 194613 

4 Karimun 157 55519 231644 287320 

5 Natuna 78 170184 35464 205726 

6 Lingga - 152815 58957 211772 

7 Kepulauan Anambas 23 20658 38452 59133 

 Jumlah     

 2009 313 523418 535810 1059541 

 2008 125 631582 427834 1059541 

 2007 540 500910 558091 1059541 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

Berdasarkan data diatas, luas lahan sawah yang paling besar di Provinsi 

Kepulauan Riau adalah Kabupaten Karimun. Sedangkan untuk Kota Batam dan 

Kabupaten Lingga belum memiliki luas lahan yang digunakan sebagai sawah.  

Selain itu, jumlah luas lahan bukan sawah yang terbesar terdapat di 

kabupaten Natuna dan yang terkecil terletak di Kota Tanjungpinang. Sedangkan 

lahan bukan pertanian banyak terdapat di Kabupaten Karimun.  
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Tabel II.25. Luas Lahan Perkebunan Rakyat Menurut Kabupaten/Kota dan 

Komoditi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 ï 2009 

No. Kabupaten/Kota 
Kelapa(Ha) Karet(Ha) Lada (Ha) 

TBM TM TTR TBM TM TTR TBM TM TTR 

1 Tanjungpinang 22,0 76,0 11,0 - 17,0 146,0 - - - 

2 Batam 40,0 166,0 107,0 56,0 10,0 76,0 - - - 

3 Bintan 375,0 2866,0 1947,0 267,0 1958,0 2987,0 18,0 22,0 - 

4 Karimun 348,0 1911,0 678,0 2187,0 8449,0 9995,0 1,0 3,0 2,0 

5 Natuna  1154,0 9600,0 4021,0 461,0 1832,0 461,0 42,0 110,0 30,0 

6 Lingga 459,4 1276,7 988,0 915,6 4095,8 4214,0 22,2 42,0 10,8 

7 Kep. Anambas - - - - - - - - - 

 Jumlah          

 2009 2398,4 15895,7 7752,0 3886,6 16361,8 17879,0 83,2 177,0 42,8 

 2008 - - - - - - - - - 

 2007 3259 21313 12916 3097 19046 20361,5 125 165 72 

 2006 3288 21316 12906 2875 18935 20668,0 129 163 72 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

                *) Data Kab. Natuna masih bergabung Kab.Kep.Anambas    

 TBM : Tanaman Belum Menghasilkan TM   : Tanaman Menghasilkan   TTR : Tanaman Tua Rusak  

Berdasarkan Tabel II.25 diatas, Kabupaten Natuna memiliki luas lahan 

perkebunan rakyat yang digunakan untuk kelapa. Baik kelapa yang belum 

menghasilkan, kelapa yang menghasilkan dan kelapa yang rusak. Kota 

Tanjungpinang menjadi daerah yang memiliki luas lahan perkebunan yang 

digunakan untuk kelapa yang paling sedikit. Hal ini karena perkembangan 

pembangunan di Tanjungpinang yang sangat pesat.  

II.1.3. Wilayah Rawan  

Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi 

tinggi mengalami bencana alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan 

manusia. Kawasan rawan bencana di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi : 

1. Kawasan Rawan Tanah Longsor 

Kawasan ini banyak terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan kawasan 

yang terjadi  pemotongan lereng. Kawasan ini meliputi  di Pulau Karimun dan Pulau 

Kundur di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Pulau Singkep di Kabupaten 

Lingga, dan Kota Batam. 
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2. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung  

Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna merupakan kawasan 

rawan bencana angin puting beliung. 

3. Kawasan Rawan Gelombang Pasang  

Kawasan Rawan Gelombang Pasang  terletak di pulau-pulau kecil yang berada di 

laut lepas seperti Kabupaten Bintan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan 

Anambas.   

4. Kawasan Rawan Banjir 

Kawasan rawan banjir merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi mengalami 

banjir. Wilayah yang berpotensi banjir terdapat di kawasan tangkap air yang 

kehilangan fungsi daerah resapannya akibat kerusakan lingkungan, sehingga 

sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari 

badan sungai. 

 

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah (Bappeda)Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010. 

Gambar II.2. Peta Kawasan Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Riau 
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Data mengenai kebutuhan akan bantuan bencana alat tertera pada Tabel 

II.26. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa Kota Tanjungpinang menjadi 

daerah yang paling banyak membutuhkan bantuan beras dalam bencana alam. 

Hal ini terlihat pada tahun 2007, dimana tercatat 10 ton beras menjadi 

kebutuhan di wilayah tersebut. Sementara itu sepanjang tahun 2007-2009, Kota 

Batam memiliki kebutuhan Mie Instan paling tinggi dengan perincian 400 kardus 

pada tahun 2007 dan 120 kardus pada tahun 2008.  

Dalam hal kebutuhan minyak goreng dan pakaian (paket),  yang terbanyak 

membutuhkan bantuan adalah Kota Batam. Hal ini disebabkan jumlah penduduk 

Kota Batam lebih banyak dari jumlah penduduk di Kabupaten/Kota yang lain.  

Tabel II.26. Jumlah Kebutuhan Bantuan Bencana Alam Menurut Jenis Dan 

Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau  Tahun 2007 - 2009 

No. 
Kabupaten 

/Kota 

Jumlah Kebutuhan 

Beras (Ton) Mie Instan (Kardus) 
Minyak Goreng 

(Liter) 
Pakaian (Paket) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1 
Tanjung 

pinang 
10 - - 422 10 - 407 7 - 420 8 - 

2 Batam 5 - - 400 120 - 456 223 - 432 400 - 

3 Bintan 5 - - - 452 - 84 135 - 92 194 - 

4 Karimun 5 - - - - - - - -  - - 

5 Natuna 5 - - 278 - - 69 - - 60 - - 

6 Lingga 5 - - - - - - - - - - - 

7 
Kep. 

Anambas 
- - - - - - - - - - - - 

 Jumlah 35 0 0 1100 582 0 1016 365 0 1004 602 0 

Sumber : Profil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 

II.1.4. Demografi 

Pembangunan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan 

pembangunan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan yang 

mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak dalam kandungan sampai akhir 

hidupnya. Dengan perkembangan Provinsi Kepulauan Riau yang begitu pesat, 

membuat pertumbuhan penduduk pun mengalami peningkatan yang begitu 

cepat. Seperti Tabel II.27 berikut ini: 
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Tabel II.27. Jumlah Penduduk Kepulauan Riau Berdasarkan Jenis Kelamin 

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009 

No. Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah (Orang) 
Jumlah Kepala 

Keluarga 

Jumlah Jiwa 

Per Keluarga 

1. Tanjungpinang 111.429 106.946 218.375  58.835 3,7 

2. Batam 488.282 465.205 953.487  388.520 2,5 

3. Bintan 85.260 79.023 164.283  42.858 3,8 

4. Karimun 136.863 127.247 264.110  69.284 3,8 

5. Natuna *) 47.812 44.059 91.871 26.301 3,5 

6. Lingga 50.073 46.883 96.956 27.520 3,5 

7. Kep. Anambas  *) 32.731 29.687 62.418 16.919 3,7 

  Jumlah 952.450 899.050 1.771.387 630.237 3 

Sumber : Profil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 

Kota Batam menjadi daerah yang memiliki penduduk terbanyak di Provinsi 

Kepulauan Riau. Lebih dari setengah penduduk Provinsi Kepulauan Riau 

berada di Kota Batam. Baik jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan. Hal 

ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat pesat di Kota 

Batam membuat kota ini menjadi kota yang banyak didatangi orang untuk 

mencari pekerjaan. 

Tabel II.28. Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk di Kepulauan 

Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007 ï 2009 

No. Kabupaten/Kota 
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kepadatan Penduduk (per Km²) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1. Tanjungpinang 5.48 11.75 5,390 743 763 912 

2. Batam 7.74 12.16 9,128 903 957 1.238 

3. Bintan 3.84 9.39 7,047 63 64 84 

4. Karimun 1.94 3.48 5,650 75 78 92 

5. Natuna 4.02 10.41 0,750 35 36 45 

6. Lingga 1.03 3.12 3,172 41 42 46 

7. Kepulauan Anambas  -  - - - - 106 

 Jumlah 5,51 9,86 7,043 131 137 175 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 (Profil Kepulauan Riau 2010) 

Berdasarkan Tabel II.28 diatas, selama kurun waktu 2007-2009 Kota 

Batam menjadi Kota yang laju pertumbuhan penduduknya paling tinggi di 

Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga berbanding lurus dengan kepadatan 
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penduduk per Km². Sehingga dalam 1 Km² terdapat 1.238 penduduk di Kota 

Batam pada Tahun 2009.  

Tabel II.29. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Menurut 

Kelompok Umur Tahun 2009 

Umur Laki-laki Perempuan L + P 

 0-4  90.501 88.602  179.103 

 5-9  73.201 73.101 146.302 

 10-14  69.801 71.999 141.800 

 15-19  61.199 66.199 127.398 

 20-24  66.399 83.499 149.898 

 25-29  72.300 94.999 167.299 

 30-34  73.100 85.899 158.999 

 35-39  64.301 64.502 128.803 

 40-44  51.300 44.501 95.801 

 45-49  38.499 33.200 71.699 

 50-54  27.598 25.000 52.598 

 55-59  19.799 17.200 36.999 

 60-64  12.402 10.899 23.301 

 65-70  7.599 7.899 15.498 

 71-74  5.800 4.900 10.700 

 75 +  3.998 5.098 9.096 

Total 

2009 737.797 777.497 1.515.294 

2008 709.800 743.300 1.453.100 

2007 682.900 710.000 1.392.900 

2006 660.500 674.200 1.337.800 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 

Berdasarkan data Tabel II.29 diatas, pada tahun 2010 jumlah penduduk 

laki-laki di Provinsi Kepulauan Riau paling banyak terdapat pada usia 0-4 tahun. 

Sedangkan untuk perempuan yang jumlah penduduknya paling banyak di 

Provinsi Kepulauan Riau adalah usia 25-29 tahun. Jumlah penduduk paling 

banyak (Laki-laki dan Perempuan) terdapat pada usia 0-4 tahun.  
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Tabel II.30. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau 15 Tahun keatas 

Termasuk Angkatan Kerja Menurut Umur dan Daerah Tempat 

Tinggal 

Umur  Perkotaan  Pedesaan 

 15-19  43.590 5.219 

 20-24  114.568 13.165 

 25-29  108.134 15.918 

 30-34  84.710 16.544 

 35-39  69.642 12.767 

 40-44   63.962 11.047 

 45-49  38.194 9.837 

 50-54  29.841 7.304 

 55-59  14.345 6.613 

 60-64  5.925 3.092 

 65-70  2.627 1.644 

 71-74  1.583 809 

 75 +  331 358 

Total 

2009 577.452 104.317 

2008 796.097 211.674 

2007 474.071 114.803 

2006 478.072 109.402 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 

Jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja dan menurut daerah 

dibagi dalam dua kelas, yaitu perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, 

yang menjadi usia penduduk terbanyak dalam angkatan kerja adalah antara 

usia 20-24. Sedangkan didaerah pedesaan, usia jumlah penduduk terbanyak 

dalam angkatan kerja adalah antara usia 30-34. Baik di daerah perkotaan dan 

daerah pedesaan, pada usia 75 tahun ke atas jumlah usia pekerja menjadi 

semakin sedikit. hal ini disebabkan produktifitas pekerjaan yang sudah 

berkurang.  
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Tabel II.31. Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Angkatan Kerja 

Menurut Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2009 

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

 15-19  21.232 27.577  48.809 

 20-24  59.161 68.572 127.733 

 25-29  76.214 47.838 124.052 

 30-34  67.440 33.814 101.254 

 35-39  58.108 24.301  82.409 

 40-44  55.888 19.121 75.009 

 45-49  34.365 13.666 48. 031 

 50-54  26.489 10.656 37.145 

 55-59  15.185 5.773 20.958 

 60-64   7.365 1.652 9.017 

 65-70   2.764 1.507 4.271 

 71-74   2.071 321 2.392 

 75 +      471 218 689 

Total 

2009 426.753 255.016 681.769 

2008 487.582 520.189 1.007.771 

2007 376.700 212.174 588.874 

2006 388.244 199.230 587.474 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 

Berdasarkan data Tabel II.31 diatas, jumlah penduduk laki-laki yang 

menjadi angkatan kerja paling banyak terdapat pada usia 25-29, sedangkan 

untuk perempuan yang menjadi angkatan kerja yang paling banyak terdapat 

pada usia 20-24. Dan jumlah penduduk yang menjadi angkatan kerja paling 

banyak adalah pada usia 20-24.  

II.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. 

Aspek ini membahas mengenai  kondisi umum kesejahteraan masyarakat 

sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Lebih 

lanjut, aspek kesejahteraan masyarakat juga membahas mengenai fokus 
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kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni 

budaya dan olah raga. 

II.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi 

dilakukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per 

kapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas 

yang tertangani. 

II.2.1.1. Pertumbuhan PDRB 

Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan 

ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi di suatu wilayah) yang dihitung sebagai 

akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata 

hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini 

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai 

landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi. Dapat dilihat 

pertumbuhan PDRB dalam Tabel II.32 dan Tabel II.33 . 

Tabel II.32. PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku, 

Tahun 2007-2009 (Juta Rupiah) 

No. SEKTOR EKONOMI 2007 2008* 2009** 

1 Pertanian 2.612.093,12 2.868.416,50 3.192.446.59 

2 Pertambangan dan Penggalian 5.058.454,57 5.444.119,09 5.601.741,11 

3 Industri Pengolahan 24.203.354,25 26.622.278,75 29.517.887,01 

4 Listrik, gas dan air bersih 282.587,36 325.310.58 353.072,80 

5 Bangunan 2.651.119,55 3.727.039,83 4.539.681,19 

6 Perdagangan, Hotel, Restoran 10.632.966,10 12.058.309,49 12.487.883,20 

7 Pengangkutan, Komunikasi 2.213.113,14 2.690.985,60 2.976.798,16 

8 Keuangan, sewa 2.857.769,66 3.239.466,51 3.452.159,81 

9 Jasa-jasa 1.314.814,13 1.610.069,96 1.771.776,61 

 PDRB 51.826.271,88 58.585.996,29 63.893.446,49 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.     

 * Angka Sementara  ** Angka Sangat Sementara 

Berdasarkan data yang ada diatas dasar harga berlaku, dalam kurun 

waktu 2007-2009 sektor ekonomi industri pengolahan menjadi sektor yang 

sangat menunjang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Setiap tahun, 
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sektor ekonomi industri pengolahan selalu menjadi yang tertinggi jika 

dibandingkan dengan sektor ekonomi yang lain. Dan setiap tahunnya juga 

sektor ekonomi industri ini berkembang. Hal ini disebabkan karena Kota Batam 

yang menjadi salah Kota Industri yang berkembang bukan hanya di Provinsi 

Kepulauan Riau namun juga di Indonesia.  

Tabel II.33. PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan  

Tahun 2007-2009 (Juta Rupiah) 

No. Sektor Ekonomi 2007 2008* 2009** 

1.  Pertanian 1.639.450,06 1.701.691,84 1.727,168,11 

2.  Pertambangan dan Penggalian 2.119.379,85 2.062.043,96 2.084.676,34 

3.  Industri Pengolahan 18.224.975,92 19.056.910,55 19.510.700,58 

4.  Listrik, gas dan air bersih 182.543,32 197.033,88 201.133,64 

5.  Bangunan 1.137.241,64 1.526.891,73 1.730.856,12 

6.  Perdagangan, Hotel, Restoran 7.710.139,76 8.309.048,96 8.628.112,62 

7.  Pengangkutan, Komunikasi 1.408.287,69 1.611.675,83 1.719.254,05 

8.  Keuangan, sewa 1.580.890,66 1.734.423,87 1.829.798,96 

9.  Jasa-jasa 710.904,73 821.707,14 891.028,23 

 PDRB  34.713.813,64 37.021.427,75 38.322.728,63 

 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.  * Angka Sementara   

        ** Angka Sangat Sementara 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

Gambar II.3. Struktur PDRB Provinsi Kepulauan Riau Menurut Sektor 

Tahun 2009 
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Berdasarkan grafik yang terlihat pada Gambar II.3, diketahui bahwa  

sektor industri sangat mendominasi PDRB di Provinsi Kepulauan Riau, yakni 

sebesar 46, 20 % PDRB Provinsi Kepulauan Riau berasal dari sektor industri ini. 

Persentase PDRB terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan sebesar 

19,54%, yang diikuti oleh sektor pertambangan sebesar 8,77%.   

Tabel II.34. Kontribusi PDRB Provinsi Kepulauan Riau 

Menurut Sektor Tahun 2008-2009 

No Lapangan Usaha 2007 (%) 2008*(%) 2009**(%) 

1. Pertanian 5,05 4,90 5,00 

2. Pertambangan dan Penggalian 9,76 9,30 8,77 

3. Industri Pengolahan 46,70 45,44 46,20 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,55 0,55 0,56 

5. Bangunan 5,12 6,36 7,11 

6. Perdagangan,Hotel dan Restoran 20,52 20,58 19,54 

7. Pengangkutan dan Komunikasi  4,27 4,60 4,66 

8. Keuangan dan Persewaan 5,50 5,54 5,40 

9. Jasa-jasa 2,54 2,75 2,77 

 PDRB 100 100 100 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009     

 * Angka Sementara          

 ** Angka Sangat Sementara 

Dari Tabel II.34 diatas, terlihat bahwa kontribusi sektor usaha terbesar 

terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau adalah sektor Industri Pengolahan dan 

sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor usaha pertambangan dan 

penggalian. Pada tahun 2009 kontribusi masing-masing sektor usaha tersebut 

adalah sebagai berikut : Industri pengolahan sebesar 46,20 %, Perdagangan, 

Hotel dan Restoran  sebesar 19,54 %, sektor pertambangan dan penggalian 

sebesar 8,77%. Hal tersebut menggambarkan bahwa aktivitas ekonomi 

masyarakat Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh sector industri 

pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan  sektor pertambangan 

dan penggalian. 
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Tabel II.35. PDRB per Kapita Tanpa Migas di Provinsi Kepulauan Riau 

Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006-2009 (Juta Rupiah) 

No. Kabupaten/Kota 2006 2007 2008 2009 

A. Atas Dasar Harga Berlaku     

1. Tanjungpinang 17,36 19,53 22,17 24,32 

2. Batam 44,56 47,46 51,88 52,34 

3. Bintan 26,77 28,56 30,33 31,79 

4. Karimun 13,12 14,10 15,40 16,49 

5. Natuna 14,90 15,90 14,44 15,71 

6. Lingga 7,94 8,53 9,49 10,10 

7. Kepulauan Anambas - - 16,53 16,89 

 Provinsi Kepulauan Riau 31,36 34,04 37,06 38,98 

 Provinsi Kepulauan Riau* 16,20 17,58 19,34 24,76 

B. Atas Dasar Harga Konstan     

1. Tanjungpinang 11,14 11,69 12,09 12,60 

2. Batam 32,90 33,35 33,72 33,31 

3. Bintan 21,03 21,71 22,42 23,04 

4. Karimun 7,69 7,86 8.05 8,27 

5. Natuna 6,74 6,99 6,16 6,55 

6. Lingga 5,44 5,71 5,99 6,28 

7. Kepulauan Anambas - - 7,04 7,10 

 Provinsi Kepulauan Riau 22,89 23,65 24,30 24,16 

 Provinsi Kepulauan Riau* 10,52 10,87 11,23 14,41 

Sumber : Profil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010      

 * PDRB Per Kapita Tanpa Kota Batam 

Berdasarkan data Tabel II.35 diatas, maka Kota Batam menjadi daerah 

yang memiliki PDRB per kapita tanpa migas yang terbesar baik dilihat atas 

dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga yang 

berlaku, Kota Batam menunjukkan peningkatan yang bertambah tiap tahunnya 

dari tahun 2006-2009. Sedangkan PDRB yang terkecil terdapat di Kabupaten 

Kepulauan Anambas. Hal ini terjadi karena kabupaten ini merupakan kabupaten 

yang baru dimekarkan.  
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Tabel II.36. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2009 

No Lapangan Usaha 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 

1. Pertanian 5,41 6,29 3,80 1,50 

2. 

Pertambangan dan Penggalian dengan Migas 
1,73 

 

(0,92) 

 

(2,71) 

 

1,10 

 

Pertambangan dan Penggalian Tanpa Migas 15,05 6,15 3,38 3,31 

3. Industri Pengolahan 6,83 5,84 4,56 2,38 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 145,61* 5,76 7,94 2,08 

5. Bangunan 11,14 29,15 34,26 13,36 

6. Perdagangan, Hotel  dan Restoran 5,50 7,77 7,77 3,84 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 12,13 11,24 14,44 6,67 

8. Keuangan dan Persewaan 8,12 9,48 9,71 5,50 

9. Jasa-jasa 5,89 14,24 15,59 8,44 

 PDRB DENGAN MIGAS 6,78 7,01 6,65 3,51 

 PDRB TANPA MIGAS 7,23 7,55 7,22 3,65 

Sumber : Profil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 

II.2.1.2. Laju Inflasi dan Provinsi 

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga 

secara umum dan terus menerus. Tingkat Inflasi Kota Batam dan Kota 

Tanjungpinang merupakan cerminan keadaan Provinsi Kepulauan Riau secara 

umum. Inflasi saat ini menggunakan tahun dasar 2007, artinya inflasi bulanan 

dihitung mulai bulan Februari 2007. Selama tahun 2009 laju inflasi gabungan 

Kota Batam dan Kota Tanjungpinang adalah 1,8 persen. Disepanjang tahun 

2009 tingkat inflasi tertinggi di Kota Batam pada bulan September yakni 1,27 

persen dan terendah pada bulan April sebesar -0,61 persen. Sedangkan di Kota 

Tanjungpinang inflasi tertinggi pada bulan Januari 1,20 persen dan terendah 

bulan Maret -1,15 persen.  
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. 

Gambar II.4. Laju Inflasi Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2004-2009 

Berdasarkan Gambar II.4 yang disajikan di atas, terlihat bahwa laju 

pertumbuhan inflasi Provinsi Kepulauan Riau tidak beraturan. Pada tahun 2004-

2005 kenaikan inflasi sangat drastis. Kenaikan inflasi juga terjadi pada tahun 

2007-2008. Pada tahun 2009, perekonomian di Indonesia mulai stabil, dimana 

kondisi ini berbanding lurus dengan apa yang terjadi di Provinsi Kepulauan 

Riau. Inflasinya menurun dari 8, 39% menjadi 2, 78%.  

II.2.1.3. Kemiskinan 

 Besar kecilnya penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis 

Kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.  

Tabel II.37. Data Penduduk Miskin Mikro Menurut Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun  2005-2008 

No. Kabupaten/Kota 
Tahun 2005  (PSE05 ) Tahun 2008  (PPLS08 ) 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

1. Tanjungpinang 25988 2,041 21116 1,453 

2. Batam 127732 10,034 136044 9,363 

3. Bintan 37568 2,951 29403 2,024 



  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 

 

II-42 

No. Kabupaten/Kota 
Tahun 2005  (PSE05 ) Tahun 2008  (PPLS08 ) 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

4. Karimun 30373 2,386 43098 2,966 

5. Natuna 31136 2,446 10777 0,742 

6. Lingga 24792 1,948 21417 1,474 

7. Kepulauan  Anambas NA NA 6968 0,480 

  Penduduk Provinsi Kep. Riau 1273011  1453073  

  Penduduk Miskin 277589  268823  

  Persentase Penduduk Miskin  21,810  18,500  

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2009 

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis 

Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2009 sebesar 128,21 

ribu orang (8,27 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin 

pada bulan Maret 2008 sebesar 136,36 ribu orang (9,18 persen), berarti terjadi 

penurunan yang sebesar 8,15 ribu orang (0,91 persen). selama periode Maret 

2008- Maret 2009, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 1,51 ribu 

orang, sementara di daerah perkotaan mengalami penurunan yaitu 6,64 ribu 

orang. 

Secara relatif penduduk miskin daerah perkotaan juga mengalami 

penurunan selama periode Maret 2008 ï Maret 2009, yaitu dari 8,81 persen 

menjadi 7,63 persen. Hal yang sama juga terjadi pada persentase penduduk 

miskin perdesaan yakni menurun, dari 9,60 persen menjadi 8,98 

persen.Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar 

dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, 

pendidikan, dan kesehatan). Komoditi makanan yang berpengaruh besar 

terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan adalah beras, telur dan 

mie instan. Sedangkan di daerah pedesaan adalah komoditas beras, gula pasir 

dan mie instan. Tahun 2009, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap 

Garis Kemiskinan sebesar 70,08 persen. Persentase Garis Kemiskinan 

Makanan tahun 2009 hampir sama dengan tahun 2008. 

Sumbangan Garis Kemiskinan Non Pangan terhadap Garis Kemiskinan 

pada Maret 2009 adalah sebesar 29,92 persen dengan biaya perumahan 

sebagai komoditi bukan pangan. Khusus untuk daerah perkotaan, ditambah 

biaya listrik dan di pedesaan ditambah biaya angkutan sebagai komoditas 



  

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015 

 

II-43 

kedua Non Makanan yang mempengaruhi garis kemiskinan. Seperti yang 

tertera dalam Tabel II.38 dan Tabel II.39 berikut ini. 

Tabel II.38. Persentase Garis Kemiskinan Penduduk Miskin Menurut Daerah di 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007- 2009 

Daerah / Tahun 

Garis Kemiskinan (Rp/Kapital/bulan) 
Jumlah Penduduk 

Miskin (000 org) 

Persentase 

penduduk 

Miskin (%) 
Makanan Non Makanan Total 

Perkotaan 

2007 183.11 95.632 278.742 76.8 10.8 

2008 190.752 98.789 289.541 69.2 8.81 

2009 203.114 105.096 308.210 62.58 7.63 

Perdesaan 

2007 162.593 31.392 213.985 71.6 10.54 

2008 176.030 55.551 231.580 67.1 9.60 

2009 194.404 62.339 256.742 65.63 8.98 

Kota + Desa 

2007 173.447 74.794 248.241 148.4 10.30 

2008 183.815 78.417 262.232 136.4 9.18 

2009 199,011 84.954 283.965 128.21 8.27 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2010. 

Berdasarkan Tabel II.38 diatas, maka di Provinsi Kepulauan Riau 

khususnya daerah perkotaan selalu menunjukkan trend yang positif karena 

persentase penduduk miskin yang ada selalu menunjukkan penurunan.  

Sementara itu, hal yag sama juga terjadi di daerah pedesaan dimana 

persentase penduduk miskin selalu berkurang. Hal ini menunjukkan program 

untuk mengurangi kemiskinan yang dilakukan berjalan dengan baik.  

Tabel II.39. Peranan Komoditi Terhadap Garis Kemiskinan Di Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun  2009 

Komoditi Perdesaan (%) Perkotaan (%) 

Makanan Beras 37.7 23.6 

 Gula Pasir 8.4 4.4 

 Mie Instan 4.2 5.7 

 Telur  3.8 5.9 

 Minyak Goreng 1.2 1.4 

Non Makanan Perumahan 31.9 27.0 
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Komoditi Perdesaan (%) Perkotaan (%) 

 Listrik 7.9 12.5 

 Angkutan 11.1 8.0 

 Minyak Tanah 5.0 6.0 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2010 

Pada dasarnya peran komoditi terhadap garis kemiskinan di Provinsi 

Kepulauan Riau sangat dominan. Khususnya komoditi makanan dan non 

makanan. Pada komoditi makanan, beras merupakan komoditi yang paling 

dominan. Baik untuk kawasan pedesaan dan perkotaan. Sementara untuk 

komoditi non makanan, perumahan memegang peran yang dominan.  

Tabel II.40. Jumlah Rumah Tangga (RT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) 

Sasaran Program Perlindungan Sosial Provinsi Kepulauan Riau 

Berdasarkan Klaifikasi Miskin Tahun 2008 

No. Kabupaten/Kota 
Sangat Miskin Miskin Hampir Miskin Total RTS 

RT ART RT ART RT ART RT ART 

1. Tanjungpinang 904 4.562 1.864 7.696 3.101 8.858 5.869 21.116 

2. Batam 7.542 34.061 8.299 33.132 20.366 68.851 36.207 136.044 

3. Bintan 1.560 7.256 2.768 10.598 4.088 11.549 8.416 29.403 

4. Karimun 1.596 9.404 3.191 13.804 6.917 19.890 11.704 43.098 

5. Natuna 1.083 4.31 1.253 3.655 1.186 2.291 3.522 10.777 

6. Lingga 1.300 6.090 2.946 9.889 2.564 5.438 6.810 21.417 

7. Kep. Anambas 160 912 488 2.145 1.425 3.911 2.073 6.968 

 Provinsi Kepri 14.145 67.116 20.809 80.919 39.647 120.788 74.601 268.823 

Sumber :  Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau 2009.    

 Penduduk Miskin terdiri dari Hampir Miskin,Miskin dan Sangat Miskin   

 PSE05   = Pendataan Sosial Ekonomi Tahun 2005     

 PPLS08 = Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 

II.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 

Fokus Kesejahteraan Sosial membahas mengenai indikator angka melek 

huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan 

yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, 

angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio 

penduduk yang bekerja. Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial 

Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: 
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II.2.2.1. Angka Melek Huruf 

Angka Melek Huruf juga merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. 

Karena kemampuan membaca dan menulis merupakan keterampilan minimum 

yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat menuju hidup sejahtera. 

Pemerintah telah berupaya untuk menekan sekecil mungkin angka buta huruf. 

Yang dimaksud melek huruf disini adalah kemampuan seseorang dalam 

membaca maupun menulis sehingga maksud yang terkandung didalam dapat 

dipahami dan dimengerti serta dimungkinkan terjadinya proses transformasi 

informasi dari aktivitasnya tersebut. 

Angka melek huruf di Provinsi Kepulauan Riau mulai tahun 2006 sampai 

2009 hanya berkisar di 40-50 persen saja namun pada tahun 2010 cukup 

menunjukkan perkembangan yang baik yaitu meningkat menjadi 79.11 persen. 

Artinya lebih dari 79 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi 

Kepulauan Riau sudah bisa membaca dan menulis, dan sekitar 21 persen yang 

buta huruf. Program pemberantasan buta huruf sangat terkait dengan program 

Wajib Belajar 9 Tahun, artinya peningkatan APK/APM pada jenjang SD/MI dan 

SMP/MTs juga akan berpengaruh pada angka melek huruf atau pemberantasan 

buta huruf. Selain melalui jenjang pendidikan formal, upaya pemberantasan 

buta huruf juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jenjang pendidikan 

non-formal dan pendidikan luar sekolah. Partisipasi masyarakat perlu terus 

didorong untuk meningkatkan angka melek huruf ini. Seperti yang tertera dalam 

Tabel II.41 dan Tabel II.42. 

Tabel II.41. Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2006 ï 2010  

No. Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 

1 
Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang 

bisa membaca dan menulis 
26.778 31.860 33.098 34.448 56.713 

2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas 57.999 61.899 63.984 65.636 71.686 

3 Angka melek huruf 46.16 51.47 51.72 52.70 79.11 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 
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Tabel II.42. Angka Melek Huruf Tahun 2010  Menurut Kabupaten/kota 

Provinsi Kepulauan Riau 

No Kota/Kabupaten 
penduduk usia diatas 15 tahun 

bisa membaca dan menulis 

 penduduk usia 15 

tahun keatas 

Angka melek 

huruf 

1 Tanjungpinang 9.420 9.505 99,11 

2 Batam 30.211 30.786 98,13 

3 Bintan 9.430 9.807 96,16 

4 Karimun 11.530 11.885 97,01 

5 Natuna 6.035 6.219 97,04 

6 Lingga 5.389 5.755 93,64 

7 Kepulauan Anambas 1.765 2.099 84,09 

 Jumlah se-Provinsi 73.780 76.056 97,01 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 

Dari data yang ada, dapat dijelaskan per kabupaten/kota di Provinsi 

Kepulauan Riau bahwa angka melek huruf sebesar 97.01 pada tahun 2010. 

Kota Tanjungpinang merupakan Kota yang paling baik dalam memberantas 

melek huruf yaitu sebesar 99,11 persen, yang memiliki arti lebih dari 99,11 

persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Tanjungpinang Provinsi 

Kepulauan Riau sudah bisa membaca dan menulis, dan sekitar dibawah 1 

persen penduduk yang melek huruf. Selanjutnya dapat dilihat bahwa Kota 

Batam memiliki angka melek huruf sebesar 98,13 persen.  

II.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah 

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau adalah 9.0 tahun untuk 

tahun 2010, artinya secara rata-rata penduduk hanya menyelesaikan pendidikan 

hingga kelas 3 SLTA. Angka ini menunjukkkan penurunan dibandingkan dengan 

tahun 2006 s-d 2007 yang menunjukkan angka 8,4 persen sedangkan pada 

2008 sebesar 8,3 persen dan yang paling rendah yaitu pada tahun 2009 yang 

hanya mencapai 7,0 persen. Hal ini dapat terlihat pada Tabel II.43 dibawah ini : 
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Tabel II.43. Lamanya Bersekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan 

Kelas Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2006-2010 

No Kabupaten/Kota 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Tanjungpinang 9.6 9.6 9.3 8.6 9,8 

2 Batam 10.7 10.7 10.7 10.4 10,9 

3 Bintan 8.0 8.2 8.1 8.2 9,3 

4 Karimun 8.1 8.1 8.0 8.3 9,6 

5 Natuna 7.0 7.0 6.9 7.0 8 

6 Lingga 7.2 7.2 7.0 7.1 8 

7 Kepulauan Anambas - - - - 7,9 

 Rata-rata se-provinsi 8.4 8.4 8.3 7.0 9.0 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 

Berdasarkan data diatas, maka lamanya bersekolah berdasarkan jenjang 

pendidikan dan kelas di Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terdapat pada tahun 

2010 sedangkan daerahnya berdasarkan Kota/Kabupaten yang terbesar 

terdapat di Kota Batam.  

Tabel II.44. Jumlah Lulusan Menurut Tingkat Pendidikan Dan Menurut 

Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan RiauTahun 2009ï2010  

No 
Kabupaten 

/Kota 

SD SLTP SMU SMK 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Lulusan 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Lulusan 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Lulusan 

Jumlah 

Siswa 

Jumlah 

Lulusan 

1. Tanjungpinang 2.945 2.924 3.018 2.843 1.445 1.396 1.730 1.715 

2. Batam 10.090 10.056 7.731 7.709 2.954 2.936 2.116 2.113 

3. Bintan 2.139 2.094 1.851 1.847 825 819 193 193 

4. Karimun 3.980 3.980 3.529 3.510 1.924 1.923 606 602 

5. Natuna 1.316 1.316 1.099 1.095 833 828 117 117 

6. Lingga 1.481 1.481 1.107 1.105 646 649 102 102 

7. Kep. Anambas 757 757 503 494 310 308 - - 

  Provinsi Kepri 22.708 22.608 18.838 18.603 8937 8.854 4.864 4.842 

  Persentase 

Kelulusan 

 99,56  98,75  99,07  99,54 

Sumber : Profil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 
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Berdasarkan data Tabel II.44 diatas, jumlah siswa dan jumlah lulusan SD 

tahun 2009-2010 yang terbanyak terdapat di Kota Batam dengan jumlah siswa 

10.090 siswa dan jumlah lulusan 10.056 siswa. Disamping itu, untuk jumlah 

siswa dan jumlah lulusan SMP yang terbanyak juga terdapat di Kota Batam 

dengan jumlah 7.731 siswa dan jumlah lulusan sebanyak 7.709 siswa.  

Selain itu, jumlah siswa dan jumlah lulusan untuk SMU dan SMK yang 

terbanyak juga terdapat di Kota Batam. Jumlah siswa SMU yang terdapat di 

Kota Batam pada tahun 2009-2010 adalah 2.954 siswa dengan lulusan 2.936 

siswa. Sementara itu, untuk jumlah siswa di SMK sebanyak 2.116 siswa dengan 

jumlah lulusan 2.113 siswa. Jumlah penduduk Kota Batam yang merupakan 

kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau 

menyebabkan Kota Batam menjadi kota yang memiliki jumlah pelajar yang 

sangat banyak.  

II.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Berbeda halnya dengan Angka partisipasi murni, Angka partisipasi kasar 

(APK) mengukur proposi penduduk seluruh kelompok umur yang bersekolah 

pada tingkat pendidikan tertentu. Angka ini memberikan gambaran secara umur 

tentang banyaknya anak yang telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu 

dan bukan angka yang menunjukkan tingkat kemajuan pendidikan. 

Angka partisipasi kasar di Provinsi Kepulauan Riau relatif berfluktuasi, 

fluktuasi yang paling besar terjadi pada tingkat SMP/MTs sederajat (13-15 

tahun) terlihat bahwa kondisi pada tahun 2006 sebesar 81,00 persen, tahun 

2008 naik menjadi 96,93 persen, pada tahun 2010 menurun lagi menjadi 90,12 

persen. Untuk tingkat SD/MI sederajat dan tingkat SMA/MA/SMK sederajat yang 

presentasenya cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Tabel II.45. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2006 ï 2010  

No Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 

1 SD/MI 

1.1. jumlah siswa yang bersekolah di 

jenjang pendidikan SD/MI 

116.636 126.569 131.545 137.126 190,861 

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 

tahun  

142.465 149.981 156.155 164.051 184,848 
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No Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 

1.3. APK SD/MI 85.55 88.85 90.52 91.41 103,25 

2 SMP/MTs 

2.1. jumlah siswa yang bersekolah di 

jenjang pendidikan SMP/MTs 

46.076 53.558 55.709 57.722 61,821 

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 

tahun  

60.420 62.545 57.469 64.743 62,606 

2.3. APK SMP/MTs 81.00 85.63 96.93 89.15 96,11 

3 SMA/MA/SMK 

3.1. jumlah siswa yang bersekolah di 

jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 

33.690 38.439 40.590 42.060 42,834 

3.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18 

tahun  

57.999 61.899 63.984 65.363 71,917 

3.3. APK SMA/MA/SMK 58.90 59.81 63.43 65.06 62 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 

Berdasarkan data Tabel II.45 diatas, Angka Partisipasi Kasar untuk 

jenjang SD/MI selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari jumlah 

siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI dan jumlah penduduk 

kelompok usia 7-12 tahun yang selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 

2006-2010.  

Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SMP/MTs selalu menunjukkan 

peningkatan dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Namun pada tahun 2009 

terjadi penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2010. Selain itu, jumlah 

siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs selalu menunjukkan 

peningkatan dari tahun 2006 hingga 2010. Sementara itu, jumlah penduduk 

kelompok usia 13-15 tahun selalu menunjukkan peningkatan pada tahun 2006 

dan 2007. Mengalami penurunan saat tahun 2008. Namun kembali meningkat 

pada tahun 2009-2010.  

Angka Partisipasi Kasar untuk SMU/MA/SMK selalu menunjukkan 

peningkatan dari tahun 2006 hingga 2010. Hal  yang sama juga terjadi pada 

jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK dan jumlah 

penduduk kelompok usia 16-18 tahun yang selalu menunjukkan peningkatan.  
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Tabel II.46. Angka Partisipasi Kasar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2010   

No Uraian 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 

Siswa 

Bersekolah  

Penduduk 

Usia 7-12 

Thn 

APK 

Siswa 

Berseko

lah  

Penduduk 

Usia 13-15  

Thn 

APK 

Siswa 

Berse

kolah  

Penduduk 

Usia 16-18 

Thn 

APK 

1 
Tanjung 

Pinang 
23,620 24,111 107,06 7,554 8,132 92,89 9,069 10,453 86,76 

2 Batam 98,843 92,321 97,96 27,001 26,231 102,94 23,183 28,430 81,54 

3 Bintan 15,781 14,768 106,86 5,310 5,523 96,14 4,423 6,754 65,49 

4 Karimun 26,599 26,600 100,00 11,221 11,345 98,91 9,220 13,524 67,94 

5 Natuna 9,684 9,975 97,08 3,689 3,880 94,15 2,447 4,823 50,74 

6 Lingga 10,553 10,942 96,44 4,601 4,796 96,06 2,346 4,768 49,20 

7 Kepulauan 

Anambas 
5,761 6,131 94,89 2,475 2,699 91,70 1,250 3,165 40,06 

 Jumlah Se-

Provinsi 
190,861 184,848 103,25 61,821 62,606 96,11 42,830 71,917 63,10 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 

Berdasarkan data Tabel II.46 diatas, Angka Partisipasi Kasar untuk 

jenjang SD/MI yang terbesar terdapat di Kota Tanjunpinang. Hal ini terjadi 

karena jumlah penduduknya pada usia 7-12 tahun banyak yang bersekolah 

SD/MI. Meskipun Kota Batam memiliki Jumlah Siswa Bersekolah Di SD/MI dan 

Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun yang terbesar namun hal ini tidak 

menjadikan Kota Batam memiliki Angka Partisipasi Kasar yang terbesar di 

Provinsi Kepulauan Riau.  

Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SMP/MTs yang terbesar di Provinsi 

Kepulauan Riau pada tahun 2010 terdapat di Kota Batam. Dari Jumlah 

Penduduk Usia 13-15 tahun sebanyak 26.231  jiwa, Jumlah Siswa Bersekolah 

Di SMP/MTs sebanyak 27.001 siswa.  

Kota Tanjungpinang menjadi daerah yang memiliki angka partisipasi kasar 

terbesar untuk jenjang SMU/MA/SMK dengan jumlah APK 86.76. Dari Jumlah 

Penduduk Usia 16-18 tahun yang berjumlah 10.453 jiwa, Jumlah Siswa 

Bersekolah Di SMA/MA/ SMK adalah 9.069 siswa. 
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II.2.2.4. Angka Pendidikan yang di Tamatkan (APT) 

Sementara itu, persentase penduduk yang memiliki ijazah SD untuk tahun 

2010 sebesar 23,07 meningkat dari tahun 2008-2009, ijazah SMP sebesar 

17,00 persen juga meningkat dari dua tahun sebelumnya begitu juga dengan 

penduduk yang memiliki ijazah SMA sebesar 8,07 persen. Seperti yang tertera 

di Tabel II.47 dibawah ini: 

Tabel II.47. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2008-2010 Provinsi 

Kepulauan Riau 

No Ijazah Tertingi 
Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun (jutaan jiwa) 

2008 2009 2010 

1 SD 20.332 22.843 23.070 

2 SMP 14.275 15.754 17.000 

3 SMA 6.881 7.442 8.074 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 

Berdasarkan data Tabel II.47 diatas, angka pendidikan yang ditamatkan 

Tahun 2008-2010 selalu menunjukkan peningkatan untuk ijazah tertinggi SD. 

Hal yang sama juga terjadi pada angka pendidikan yang ditamatkan 2008-2010 

untuk ijazah yang tertinggi SMP dan SMA.  

Tabel II.48. Prediksi Angka Pendidikan Yang Ditamatkan  5 Tahun 

Kedepan Provinsi Kepulauan Riau 

No Ijazah Tertingi 
Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun (jutaan jiwa) 

2010 2011 2013 2014 2015 

1. SD 23.992 24.952 25.951 26.988 28.068 

2. SMP 17.680 18.122 18.575 19.035 19.515 

3. SMA 8.195 8.318 8.442 8.569 8.695 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel II.48, maka prediksi angka 

pendidikan yang ditamatkan lima tahun kedepan untuk ijazah SD, SMP, dan 

SMA selalu menunjukkan peningkatan untuk prediksi tahun 2010 hingga 2015. 

Hal ini sesuai dengan program peningkatan pendidikan yang dilakukan oleh 

Provinsi Kepulauan Riau.  

II.2.2.5. Partisipasi Murni (APM) 

Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) merupakan proporsi penduduk 

pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai 

dengan usianya, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan, yaitu 
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SD/MI untuk usia 7 - 12 tahun, SMP/MTs untuk usia 13 ï 15 tahun, dan 

SMA/MA/SMK untuk penduduk usia 16 ï 18 tahun. 

Di Provinsi Kepulauan Riau, perkembangan angka partisipasi murni tahun 

2009 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2006 terutama untuk 

jenjang pendidikan SMP/MTs sederajat (77,09 persen) dengan SMA/MA/SMK 

sederajat (52,70 persen), walaupun pada tahun 2008 angka partisipasi murni 

untuk SMP/MTs menjadi 83,02 persen kenaikan angka partisipasi murni ini 

dapat dilihat pada Tabel II.49 peningkatan ini terjadi karena semakin besar 

komitmen pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Program-program 

pemerintah yang strategis ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat 

dalam menikmati layanan pendidikan yang dibutuhkan, sehingga anak-anak 

usia sekolah dapat bersekolah sesuai dengan layanan yang diberikan. 

Walaupun ada kenaikan tetapi pada jenjang SD/MI terjadi penurunan dari tahun 

2006 (93,73 persen) menjadi tahun 2009 (88,94 persen) hal ini mengindikasikan 

masih rendahnya partisipasi penduduk terhadap pendidikan pada jenjang 

SD/MI. 

Tabel II.49. Perkembangan Angka Partisipasi Murni Provinsi Kepulauan 

Riau Tahun 2006 ï 2010 

No Jenjang Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 

1 SD/MI  

1.1 
kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di 

jenjang pendidikan SD/MI 

133.540 136.271 142.349 151.717 
179.102 

1.2 
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun  142.465 149.981 156.155 170.576 

184.848 

1.3 APM SD/MI 93.73 90.85 91.15 88.94 
96,89 

2 SMP/MTs   

2.1 
Kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di 

jenjang pendidikan SMP/MTs 

39.579 46.423 47.712 49.913 54.211 

2.2 
Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun  60.420 62.545 57.469 64.743 

62.606 

2.3 APM SMP/MTs 65.50 74.22 83.02 77.09 
86,59 

3 SMA/MA/SMK  

3.1 
Kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di 

jenjang pendidikan SMA/MA/SMK 

26.778 31.860 33.098 34.448 
45.597 

3.2 
Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun  57.999 61.899 63.984 65.363 

71.917 

3.3 APM SMA/MA/SMK 46.16 51.47 51.72 52.70 
63,40 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 
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Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami 

penurunan pada tahun 2007 dan 2009. Sementara peningkatan Angka 

Partisipasi Murni untuk jenjang SD/MI terjadi pada tahun 2008 dan 2010. Selain 

itu, jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang 

pendidikan SD/MI mengalami kenaikan dan jumlah penduduk kelompok usia 7-

12 tahun selalu menunjukkan peningkatan.  

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang pendidikan SMP/Mts dari tahun 

2006-2010 selalu menunjukkan peningkatan dan terjadi penurunan pada tahun 

2009. Dalam Angka Partisipasi Murni SMP/MTs ini, jumlah siswa kelompok usia 

13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs menunjukkan 

peningkatan pada tahun 2007 dan 2009.  

Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SMA/MA/SMK selalu menunjukkan 

peningkatan setiap tahunnya. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah siswa 

kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan 

SMA/MA/SMK dan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun.  

Tabel II.50. Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2010   

No Uraian 

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK 

usia 

7-12 th 

bersekolah  

penduduk 

usia 7-12 

thn 

APM 

usia 13-15 

th 

bersekolah  

penduduk 

usia 13-

15  thn 

APM 

usia 16-18 

th 

bersekolah  

penduduk 

usia 16-

18 thn 

APM 

1 
Tanjung 

pinang 
23.987 24.111 99,49 7.140 8.132 87,80 8.087 10.453 77,37 

2 Batam 94.897 92.321 102,79 24.564 26.231 93,64 20.621 28.430 72,53 

3 Bintan 14.354 14.768 97,20 4.701 5.523 85,12 3.443 6.754 50,98 

4 Karimun 26.132 26.600 98,24 10.245 11.345 90,30 8.012 13.524 59,24 

5 Natuna 9.143 9.975 91,66 3.054 3.880 78,71 2.071 4.768 43,44 

6 Lingga 10.121 10.942 92,50 4.012 4.796 83,65 2.285 4.823 47,38 

7 
Kepulauan 

Anambas 
5.879 6.131 95,89 2.233 2.699 82,73 1.078 3.165 34,06 

 
Jumlah    Se-

Prov. 
184.513 184.848 96,82 55.949 62.606 86,00 45597 71.917 55,00 

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 2010 
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II.2.2.6. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 

Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate) merupakan salah satu aspek 

yang sangat penting dalam mendeskripsikan tingkat pembangunan manusia 

disebuah negara dari sisi kesehatan masyarakatnya. Kematian paling banyak 

terjadi pada saat neonatal (<28 hari) dimana kematian neonatal ini merupakan 

salah satu faktor penyumbang terbesar kematian bayi. Hal ini dikenal dengan 

fenomena ñDua Per Tigaò yang menyatakan kematian neonatal (0-28 hari) 

merupakan 2/3 dari kematian bayi, dan kematian neonatal dini (0-7 hari) 

merupakan 2/3 dari kematian neonatal. 

.Tabel II.51. Angka Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota Tahun 

2010 Provinsi Kepulauan Riau 

No Kabupaten/Kota Per 1.000 KH 

1 Tanjungpinang 6,14 

2 Batam 6,79 

3 Bintan 9,85 

4 Karimun 17,8 

5 Natuna 7,03 

6 Lingga 17,17 

7 Kepulauan Anambas 25,77 

 Provinsi Kepulauan Riau 8,67 

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 

Berdasarkan data kematian yang dilaporkan pelayanan kesehatan, angka 

kematian bayi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2010 adalah 8,67 per 1.000 

kelahiran hidup (KH). Angka kematian tertinggi adalah Kabupaten Anambas dengan 

angka kematian 25,77 dari 1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh letak 

georgrafis Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga sulitnya akses pelayanan 

kesehatan dan terbatasnya tenaga kesehatan. 

Selain data yang berdasarkan laporan pelayanan kesehatan tersebut, 

menurut SUPAS tahun 2007 AKB Provinsi Kepulauan Riau                                       

adalah 20 per 1000 KH. Data ini diperoleh berdasarkan survei di komunitas 

sehingga data yang diperoleh lebih akurat untuk menggambarkan keadaan 

masyarakat. 
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II.2.2.7. Angka Usia Harapan Hidup  

Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau tahun 2009 adalah 69,75 

tahun. Artinya bayi-bayi yang akan dilahirkan menjelang tahun 2010 akan dapat 

hidup sampai 69 atau 70 tahun lebih tinggi dari angka harapan hidup nasional 

yang hanya 68 sampai 69 tahun saja.Seperti yang tercantum dalam Tabel II.52 

Tabel II.52. Indikator Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007-2009 

No. Indikator 
Tahun 

2007 2008 2009 

1. Umur Harapan Hidup (UHH) 70 69,7 69.75 

2. Angka Kematian Bayi (AKB) 7 7 7,4 

Sumber: Profil Provinsi Kepulauan Riau 2010 

Berdasarkan data  Tabel II.52 diatas, maka umur harapan hidup di 

Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan penurunan pada tahun 2008 untuk 

angka kematian bayi mengalami kenaikan pada tahun 2009.   

Tabel II.53. Angka Harapan Hidup Nasional dan  Provinsi Kepulauan Riau 

Tahun 2007 ï 2009 

No. Indikator 
Tahun 

2007 2008 2009 

1. Nasional 68.7 69 69 

2. Provinsi Kepulauan Riau 69.6 69.7 69.76 

Sumber: Profil Provinsi Kepulauan Riau 

II.2.2.8. Persentase Balita Gizi Buruk 

 Persentase balita gizi buruk adalah persentase perbandingan antara 

balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya. Prevalensi status gizi 

balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Kategori 

status gizi ditentukan dengan menggunakan standar NCHS-WHO (1999), yang 

dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan prevalensi gizi kurang dari seluruh jumlah 

balita yaitu:  

1.  Rendah  :  dibawah 10 persen 

2.  Sedang  :  10 ï 19 persen 

3.  Tinggi  :  20 ï 29 persen 

4.  Sangat tinggi :  30 persen 

Berdasarkan data tahun 2006-2010 Provinsi Kepulauan Riau memiliki 

tingkat persentase kecukupan gizi balita yang rendah yaitu dibawah 10 persen. 
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Ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kecukupan gizi bagi balita 

sangat baik. Seperti yang tertera pada tabel berikut :. 

 

Tabel II.54. Balita Gizi Buruk Di Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota 

Tahun 2006ï2010 

No. Kabupaten/Kota 2006 (%) 2007(%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 

1 Tanjungpinang 0.33 0.10 0.30 0.35 0,20 

2 Batam 0.09 0.43 0.04 0.46 0,04 

3 Bintan 0.18 0.48 0.75 0.08 0,18 

4 Karimun 0.15 0.32 0.58 0.07 0,94 

5 Natuna 0.65 0.40 0.61 0.67 0,29 

6 Lingga 0.55 0.66 0.38 0.43 0,37 

7 Kepulauan Anambas - - - - - 

  Provinsi Kepulauan Riau 0.33 0.57 0.29 0.38 0,20 

Sumber : Profil Dinas kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2010. 

Berdasarkan data Tabel II.54 diatas, maka Balita Gizi Buruk di Provinsi 

Kepulauan Riau terjadi penurunan angka dari tahun 2007 hingga 2009. Hal ini 

menunjukkan program kesehatan berjalan baik di Provinsi Kepulauan Riau.  

Tabel II.55. Persentase Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2010 

No Kabupaten/Kota Gizi Kurang Gizi Buruk Kategori 

1 Tanjungpinang 2,07 0,20 Rendah 

2 Batam 0,31 0,04 Rendah 

3 Bintan 2,28 0,18 Rendah 

4 Karimun 2,65 0,94 Rendah 

5 Natuna 2,35 0,29 Rendah 

6 Lingga 2,67 0,37 Rendah 

7 Kepulauan Anambas 8,47 - Rendah 

 Provinsi Kepulauan Riau 1,55 0,2 Rendah 

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 

Data diatas menggambarkan bahwa angka prevalensi di Provinsi Kepulauan 

Riau beserta seluruh Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayahnya tergolong 

rendah. Dari paparan tersebut, Kabupaten Anambas merupakan daerah dengan 

prevalensi gizi kurang tertinggi. 

Riset Kesehatan Daerah (RISKESDAS) tahun 2010 menunjukkan bahwa 

angka gizi buruk di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 4,3% sedangkan gizi 

kurang sebesar 9,8%. Sedangkan data Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































